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ABSTRACT

The Effectiveness of Collecting Resources Royalty Provision
as Revenue-Sharing of Forestry Sector in Nunukan

Irwan
Universitas Terbuka
wawan9577@gmail.com

Key words: collecting resources royalty provision, revenue-sharing

This research was conducted to measure the efectiveness, confribution, and factors
influencing the level of efectiveness regarding collection, of résources royalty
provision as one of the revenue-sharing incomey fromr” natural resources
in Nunukan Regency. The nature of this researeh®is qualitative research by
selecting informant as data source, conducting ‘data” collection, assessing the
quality of data, analyzing the data, interpretingthe/data, and drawing conclusions
based upon the findings; to summarize and prepose recommendations to increase
the level of efectiveness from collection.af forest resources’ provision as revenue-
sharing income from forestry sector~in”Nunukan Regency. Analysis on the
effectiveness, contribution, and fakonomy has been done in order to descriptively
elaborate the results yielded from'caiculation. Subjects of this research come from
tax payers, numbers of _goveriment officials in respect of forestry policies and
also related governmeat dgency in Nunukan. The result of the analysis concluded
that the effectiveness of Aarget achievement was fluctuating, since the process of
target setting .was ‘apparently giving more attention to previous year's actual
revenue than“to-the production capability. In regard to achieving the efectiveness
of integration)indicator, big gap was found in the side of taxpayers coming from
non-forestry sector, where it is found that the intensity of sensitization on revenue
collection’s process and procedures shall be significantly increased. The
constantly changing regulations goveming forestry resources management also
plays an important role in reducing the effectiveness of the collection. Specific to
achieving the efectiveness of adaptation indicator, there is a pressing urge to
improve the capability of resources, supporting facilities, and infrastructure.
Eventually the forestry sector only contributed to a very small portion (around
IDR 13bn or 1.34%) of the annual budget of Nunukan regency. Most of the
annual income (around IDR 858bn or 86.16%) was disbursed by Government of
Indonesia under the revenue balancing scheme.
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ABSTRAK

Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi
Hasil (DBH) Sektor Kehutanan Di Kabupaten Nunukan

Irwan
Universitas Terbuka

wawan9577(@gmail.com

Kata Kunci: pemungutan provisi sumber daya hutan, dana bag hasil

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan faktor-faktor
yang mempengaruhi Efektivitas pemungutan PSDIL sébagai salah satu dana bagi
hasil sumberdaya alam di Kabupaten Numikan, £¢énelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan menetapkan fokus penelitiany miemilih informan sebagai sumber
data, melakukan pengumpulan data_-menilai kualitas data, analisis data,
menafsickan data dan membuat k@simpulan atas temuannya. Sehingga dapat
diperoleh simpulan dan usulan/rékomendasi peningkatan efektivitas pemungutan
PSDH sebagai dana bagi hasil(DBH) sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan.
Analisis yang digunakan ‘adalah” analisis efektivitas, analisis kontribusi dan
analisis taksonomi, yang kemudian diuraikan secara deskriptif terhadap hasil
perhitungan. Subjek pepelitian adalah Wajib bayar, Pejabat Penerbit SPP-PSDH,
Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2ZLHP), Pembuat Laporan Hasil
Penebangan (PLHP), petugas rekonsiliasi PSDH dan DPKKAD Kabupaten
Nunukan. Hasil\ analisis menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian target
mengalami fluktuatif hal ini terjadi karena dalam proses penentuan target hanya
berdasarkan.pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya tanpa memperhatikan
kemampuan” produksi.Pencapaian efektivitas dari indikator integrasi, terdapat
kendala pada wajib bayar yang bergerak di luar bidang kehutanan, dimana perlu
ditingkatkan intensitas sosialisasi proses dan prosedur pemungutan PSDH dan
mudah berubahnya peraturan yang mengatur penatausahaan hasil hotan yang
berimbas pada pemungutan PSDH mengakibatkan efektivitas pemungutan PSDH
kurang maksimal. Terhadap pencapaian Efektivitas dari indikator adaptasi,
diperiukan peningkatan kemampuan sumberdaya, sarana dan prasarana
pendukung.Kontribusi DBH-SDA dari PSDH kehutanan bagi APBD Kabupaten
Nunukan ternyata sangat kecil, hanya memiliki rata-rata sebesar 1,34% atau
sebesar Rp. 13.056.414.930,00 per tahun, dimana Penerimaan Pemerintah
Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung kepada dana perimbangan yang
disalurkan oleh Pemerintah Pusat dengan rata-rata penerimaan dalam APBD
sebesar Rp. 996.775.132.512,92, atan rata-rata sebesar 86,16% atau seckitar
Rp. 858.865.085.117,20 per tahun berasal dari penyaluran Dana Perimbangan.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Efektivitas

Efektivitas berasal darn kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil.yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurit” Harbani Pasolong
(2007:4), efektivitas pada dasamya berasal ‘dari Kata “efek” dan digunakan
istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang
sebagai suatu sebab dari varabel Aain. Efektivitas berarti bahwa tujuan
yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata
sasaran tercapai kafena.adanya proses kegiatan.

Kamus {iniiai ' Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan
penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan
salah satu dimensi dan produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian
unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan
kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins dalam Tika P. (2008:129)
memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi
dalam jangka pendek dan jangka penjang. Maksudnya adalah efektivitas
merupakan suatu standar pengkuran 10 untuk menggambarkan tingkat
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.
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The Liang Gie dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi (1998:147)
mengemukakan definisi bahwa, “efektivitas yaitu suatu kcadaan yang
mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang
dikehendaki”. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya
“Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai
berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara oufput dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) oufput terhadap pencapaian tujuan,
maka semakin efektif organisasi, programh —atau kegiatan”
(Mahmudi,2005:92). Berdasarkan pendapat dersebut, bahwa cfektivitas
mempunyai hubungan timbalbalik antara oigput dengan tujuan. Semakin
besar kontribusi owtpui, maka semakin efektif svatu program atau
kegiatan.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program,atau kegiatan
yang dinilai efektit apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan
yang diharapkdnatau dikatakan spending wisely. Mahmudi, (2005;92)
menjelaskan” hubungan efektivitas dalat dilihat pada Gambar 3.

dibawzh’ini:

OUTPUT
OUTCOME

Efektivitas =

Gambar 3. Hubungan Efektivitas
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efcktivitas adalah
menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu

pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang
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menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah
dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa
pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-matahasilatau
tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter
F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya Manajemen
Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas, sebagaiberikut:
“Effectivennes, on the other hand, is the\ability to choose
appropriate objectives. An effective manager is\orie who selects the
right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi
kemampuan untuk memilih sasaran hasil\sesuai. Seorang manajer

efektif adalah satu yang memilih/kebenaran untuk melaksanakan)
(dalam Moenir, 2006:166).

Memperhatikan pendapat pardjahii di atas, bahwa konsep efektivitas
merupakan suatu konsep yang bersifat mult: dimensional, artinya dalam
mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang
dimiliki wala@pun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas adalah seberapa
baik ‘\pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan
keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabiia suatu
pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu,
biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Mengenai
efektivitas pemerintahan, Ndraha (2005:163) mengemukakan :

Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai

tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan

(per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu

dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi).

Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung

pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus
pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? Outcome?
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Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah, yang-
diperintah atau bersama-sama?

Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan
fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses
penyelenggaaan pemerintahan daerah. Bamard (dalam Prawirosoentono,
1997: 27) berpendapat:

“Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific

objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim,

whatever it is effective or not.”

Pendapat ini antara lain menunjukkan< bahwa suatu kegiatan
dikatakan efektif apabila telah mencapai “tjuan yang ditentukan.
Mengutip Ensiklopedia administrasi, /(The Liang Gie, 1967)
menyampaikan pemahaman entang efektivitas sebagai berikut :

Efektivitas adalah suatt keadaan yang mengandung pengertian
mengenai terjadinya swatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau
seseorang melakukan suatu perbuatan denngan maksud tertentu yang
memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau
menimbulkan', atau mempunyai maksud sebagaimana yang
dikehenidaki,

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal
yang,/berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal
yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supnyono
dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan
pengertian efektivitas, sebagaiberikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat

tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar

konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit
tersebut” (Supriyono, 2000:29).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12
41497 .pdf

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang
mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang
dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian
tujuan.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau
keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya
keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas akan berkaitan
dengan kepentingan orang banyak, seperti . ‘yang ~ dikemukakan
H. Emerson yang dikutip Soewarmno Handayamingrat dalam bukunya
Sistem Birokrasi Pemerintah, sebagai bénkat:

“Efektivitas merupakan penilaian ‘hasil pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan yang felah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas

perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap
kepentingan orang banyak’(dalam Handayaningrat, 1985:16).

Kajian tentang ef€klivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik
secara teoritiS sandaupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang
bersifat “komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-
kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas
merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan,
kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja
Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas
merupakan hubungan antara owfput dengan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) oulput terhadap pencapaian tujuan, maka

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).
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Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan
efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki.
Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan
dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas
dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif
apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila
tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu inStansi ‘maka proses
pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilarrdalam melaksanakan
program atau kegiatan menurut wewedang, tdgas dan fungsi instansi

tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Keluaran (owfpu#) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran
foutput) tidak , ‘berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk
dikuantifikasi) mdka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan.
Kesulitan-dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil
(outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan
tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran
efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu)
dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang
dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik puia.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi
tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Efektivitas

akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang
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dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat dalam
bukunya Sistem Birokrasi Pemerintah, sebagaibenkut:
“Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas
perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap
kepentingan orang banyak”(dalam Handayaningrat, 1985:16).
Pendapat para ahli di atasdapat dijelaskan, bahwa efektivitas
merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan
harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan olch
kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini ‘s¢jalan” dengan pendapat
Duncan yang dikutip Richard M. Steers idalam bukunya “Efektivitas
Organisasi” mengatakan mengenai’ _akuran efektivitas, meliputi:
pencapaian tujuan, integrasi dan. adaptasi (Duncan, dalam Steers1985:53).
Berdasarkan ukursn efektivitas diatas, maka keterkaitan antara
variable yang menipengaruhi Efektivitas terdapat tiga indicator yang
sangat mempéngaruhi terhadap efektivitas. Tiga indikator tersebut, sangat
dibutuhkarnrdalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat
darn
a. ~ Pencapaian tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian
tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam
arti pentahapan pencapaan bagian-bagiannya maupun pentahapan
dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dani beberapa

faktor,yaitu: (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2)sasaran
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merupakan target yang kongktit, (3) dasar hukum (Duncan, dalam
Steers 1985:53).
b.  Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus
dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

Integrasi terdin dari beberapa faktor,yaitu: (1) presedur, (2) proses

sosialisasi. (Nazarudin, dalamClaude1994:13).

c.  Adaptasi
Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk
meyelaraskan suatu individu térhadap perubahan—perubahan yang
terjadi di lingkungarinya.~Adaptasi terdiri dari beberapa faktor,
yaitu: (1) penifigkatan’ kemampuan (2) sarana dan prasarana.

(Duncan, dalam“Steers1985:53).

Schubungan” dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran
merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila
sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan
sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu
tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif.
Efektivitas merupakan fungsi dari manejemen, dimana dalam scbuah
efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan,
programdan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab

mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja ada 4 (empat)
faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan
oleh Richard M. Steers (1980:9), yaitu:

1. Karaktenistik Organisasi
Karaktenistik organisasi terdini dan struktur dan tehnologi organisasi
yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan
berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif
tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasiy schubungan dengan
susunan sumber daya manusia struktur /meliputi bagaimana cara
organisasi menyusun orang-oranghya’ dalam menyelesaikan
pekerjaan, sedangkan yang dimaksud tehnologi adalah mekanisme
suatu organisasi umtuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.

2. Karaktenistik Lingkungan
Lingkungand Iiar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan
berpengarub’ atas efektivitas, keberhasilan hubungan organisasi
lingkunigan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci
yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi
atas keadaan lingkungantingkat rasionalisme organisasi. Ketiga
faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap
perubahan lingkungan.

3. Karakteristik Pekerja
Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor
pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam

jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya
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tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung

berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di

dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh

terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan

berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun tehnologi

yang digunakan merupakan tehnologi yang canggih dan didukung
oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka
semua itu tidak ada gunanya.

4. Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen

Dengan makin rumitnya prosessteknologi dan perkembangannya

lingkungan maka peranam,.anajemen dalam mengkoordinasi orang

dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit.

Alat Ukur {Efektivitas Kerja Menurut Richard dan M. Steers
{1980:192) meliputi unsur kemampuan menyesuaikan diri dan kepuasan
kerjas
1) “Kemampuan menyesuaikan diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sechingga dengan

keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai

pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang
lain. Hal ini sesuai pendapat Ricard M. Steers yang menyatakan
bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam
pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang masuk dalam organisasi

dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja
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didalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika
kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan maka tujuan
organisasi dapat tercapai.

2) Kepuasan kerja.
Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau
pekenaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa
mereka mendapat imbalan yang setimpal, dan bermacam-macam

aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

3. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa/inggris yaitu contribute, contribution,
maknanya adalah keikutsertaan.. ketérlibatan, melibatkan din maupun
sumbangan. Berarti daldm %al ini kontribusi dapat berupa materi atau
tindakan. Hal yangbersifat'materi misalnya seorang individu memberikan
pinjaman terhadap, pihaklain demi kebaikan bersama.

Kertribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku
yaryg ‘dilakukan oleh individu yang kemudian memberikandampak baik
positif maupun negatif terhadap pibak lain. Dengan kontribusi berarti
individu tersebut juga berusaha meningkatkanefisisensi dan efektivitas
hidupnya.

Menurut Kamus lImiah Populer, Dany H. {2006:264) “Kontribusi
diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.” Sementara menurut
Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan:
”Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.” Bertitik tolak pada

kedua kamus di atas maka dapatditarik kesimpulan bahwa; kontribusi
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adalah merupakan sumbangan, sckongan atau dukungan terhadap sesuatu
kegiatan.

Hal int dilakukan dengan cara menajamkanposisi perannya, sesuatu
yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan
kompetensi. Kontribusi dapat dibenkan dalam berbagai bidang yaitu

pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

4. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus
rumah tangga daerah di negara kesatuan melipati segenap kewenangan
pemerintahan kecuali beberapa uruSail yang dipegang oleh pemerintah
pusat seperti hubungan luar riegeri, pengadilan, moneter dan keuangan
serta pertahanan keamanan(Jadi, secara riil desentralisasi merupakan
kewenangan dacrah(yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan
dengan kemdmpuan’ nyata dari daerah yang bersangkutan seperti
sumberdaya.manusia, pendapatan daerah, dan Produk Domestik Regional
Bnito (PDRB).

Menurut Mardiasmo (2004:96), kebijakan pemberian otonomi dacrah
dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada dacrah
merupakan langkah strategis dalam dua hal, yaitu:

l. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas
permasalahan local bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi
bangsa, kemiskinan, ketidak merataan pembangunan, rendahnya
kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya

manusia.
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2. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis
bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi
dengan memperkuat basis perckonomian daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintahan daerah sangat
menentukan berhasil tidaknya daerah otonom menciptakan kemandirian
untuk membangun daerahnya. Terlepas dari ketidaksiapan daerah
diberbagai bidang, namun otonomi dacrah diyakini .merupakan jalan
terbaik dalam rangka mendorong pembangunan, ‘daerah’ menggantikan
system pembangunan terpusat (sentralisasij jyang oleh banyak pihak
dianggap sebagai penyebab lambanriya pembangunan didaecrah dan
semakin besarnya ketimpangan sosial antara pemerintah pusat dengan
daerah dan antar daerah.

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang
di bidang pengrimaan” anggaran atau Kkeuangan yang sebelumnya
tersentralisas), “bdik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur
atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap
sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-dacrah dapat
melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan
investasi yang produktf (capital investment) di dacrahnya. Oleh karena
itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian
otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada
daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan

sckaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.
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Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung
jawab terhadap pendapatan (revenue)dan/atau pembelanjaan (expenditure)
ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah.Faktor yang sangat penting
dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah
daerah diben kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas
pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan
dacrah untuk meningkatkan penerimaan mereka,. (PAD). Tetapi
desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan \PAD saja tetapi lebih
dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara harfiah desentralisasi fiskal’ memberikan pengertian adanya
pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Pemisahan dimaksud dapat
tercermin pada kédua sisi anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran. Di
sisi penerimadn, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar
dalam_tax policy, yakni adanya keleluasaan bagi daerah untuk menggali
potensi‘pencrimaan melalui pajak ataupun retribusi.

Disisi pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam
penggunaan dana perimbangan (bagi hasil pajak dan sumberdaya alam)
dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis
dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendin. Jadi tidak lagi
ditetapkan penggunaannya oleh pemerintah pusat seperti yang terjadi pada
dana SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Inpres di masa lalu (Brahmantio

dan Wibowo, 2002; 33).
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Menurut Bahl (1999; 10) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh
kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (raxing
power).Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah
akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang
dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan
digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai
berbagai pengeluaran publik.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, ‘tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan memberikan
sumber-sumber pembiayaan yang jauhdebih besar kepada daerah. Secara
utuh, desentralisasi fiskal mengandung\pengertian bahwa daerah diberikan:
1. Kewenangan untuk nmjemanfaatkan, memobilisasi dan mengelola

keuangan sendiri;

2.  Perimbangan keudrigan antara pusat dan daerah. Kewenangan untuk
mengoptimalkan sumber keuangan daerah dilakukan melalui
peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan
perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian dana
perimbangan.

Desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah
diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber kevangan sendiri dan
didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan

dengan mengikuti pembagian kewenangan (money follows function).
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Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah
perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan
pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari
sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan pembagian
kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah
dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan terscbut.
Pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan  asas
desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan-penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asasdekeonsentrasi dilakukan atas
beban APBN dan pembiayaan peny€lenggaraan pemerintahan dalam
rangka tugas pembantuan dibiayai, ~atas beban anggaran tingkat
pemerintahan yang menugaskan. Menurut Bird dan Vaillancourt
(2000; 17) menyatakan bahwa:

“Pengalamdn /_di~ berbagai situasi mengisyaratkan adanya
2 persyafatan, yang sangat penting untuk kesuksesan desentralisasi.
Pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis,
yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus
transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk
mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Kedua, biaya-biaya
dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh
masyarakat setempat. Maksudnya pemda perlu memiliki kontrol atas
tarif (dan mungkin basis pajak, obyek) dari paling tidak beberapa
jenis pajak.Jika peryaratan-persyaratan yang agak ketat ini dapat
dipenuhi, devolusi atau otonomi barulah berarti. Sebaliknya, bila
tidak dapat diwuyjudkan maka desentralisasi mungkin tidak akan
mencapai sasaran dan tujuannya”.

Sehingga desentralisasi fiskal akan mendekatkan pemerintah kepada
masyarakat, sistem pemerintahan yang desentralistik akan menciptakan

efisiensi dalam perekonoimian, public services dan kescjahteraan

masyarakat.
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5. Komponen Dalam Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada dasarnya merupakan dana yang bersumber
dan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
dacrah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan
bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri
dann Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak darnrsumberdaya alam,
sedangkan DAU dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/kota. DAK
dialokasikan kepada daerah tertentu untdk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan bagian dan program yang menjadi prioritas nasional.

Ketentuan mengenai déna pefimbangan diatur melalui PP Nomor 55
Tahun 2005 yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Kelangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah serta\Ul/Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Dacrah yang
kini gelah™ disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintah Daerah.
Komponen dalam dana perimbangan terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana

Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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3). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib bayar

Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasat 21
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam terdiri atas:
1). Kehutanan
2). Pertambangan umum
3). Perikanan
4). Pertambangan minyak bumi
5). Pertambangan gas bumi
6). Pertambangan panas bumi

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan
dan penguasaan pajakiantara” pusat dan daerah maka pemerintah
mengeluarkan kebijakan” perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah. Dengan ‘perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan
memberkankepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-
sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang
menjadi tanggung jawabnya. DAU ditetapkan sckurang-kurangnya
26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam
APBN.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan
DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten dan kota) ditentukan
dengan menggunakan pendekatan konsep selisih fiscal (fiscal gap),

yang mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan
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daerah (fiscal needs)dengan potensi daerah (fiscal capacity). Dengan
pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup cclah yang terjadi
karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah
vang ada. Kemampuan/potensi fiskal/ekonomi daerah dapat
dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah,
seperti potensi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB),
industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), sumberdaya alam
(diukur dengan PDRB scktor primer) dan, sumberdaya manusia
(diukur dengan angkatan kerja). Daerah ang memiliki PDRB tinggi,
aktivitas industri dan jasa yang besar, SDA yang melimpah dan SDM
yang berkualitas akan menerima RAU yang relatif kecil.
c. Dana Alokasi Khusus{DAK)

Pada hakikatriya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah
dana yang/berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah
untuk tn¢mbantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK
ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan
kebutuhan khusus: (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan
dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian
kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya:
kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis
investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil,
saluran irigasi primer dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan

yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
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Perimbangan keuangan Pusat dan Pemenntahan Daerah imi
merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal,
sebagai konsekensi dari pelaksanaan otonomi daerah.Secara utuh
desentralisasi  fiskal mengandung pengertian bahwa untuk
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk
mendayagunakan sumber keuvangan sendiri dan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah.

Dapat ditegaskan kembali bahwa<pelaksanaan desentralisasi
fiskal tidak hanya terfokus kepadd dana bantuan dari pusat dalam
bentuk dana perimbangan saja, namun yang lebih penting adalah
bagaimana kemampuan, ~daerah untuk memanfaatkan dan
mendayagunakan Serta ' méngelola potensi-potensi yang ada di daerah
dengan tujudn untok melakukan peningkatan pelayanan masyarakat
dan pembangunan daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal dapat
memberikan ruang bagi daerah untuk menciptakan kreatifitas dan
inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi atas penyediaan
pelayanan publik, menciptakan peluang investasi dan bisms serta
secara selektif para investor dan pebisnis memilih selera yang paling

mendekati preferensi masyarakat setempat.

6. Alokasi Dana Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
Pelaksanaan DBH-PSDH dilakukan berdasarkan prinsip
dacrah penghasil dan berdasarkan realisasi penerimaan di daerah

penghasil. Prinsip dacrah penghasil tersebut dilakukan karena setiap
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daerah di Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam berbeda-beda
yang tentu saja manfaat dan akibat yang ditimbulkan juga berbeda,
sehingga pada akhirnya kebutuhan setiap daerah juga akan berbeda.

DBH-PSDH juga dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan
di daerah penghasil, yang mana besaran DBH-PSDH vyang
diimbangkan kepada pemerintah daerah tergantung kepada besaran
jumlah penerimaan PNBP Kehutanan di daerah tersebut.Oleh karena
itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer DBH-PSDH yang
tinggi, maka pemerintah daerah harus dapat-mengoptimalkan potensi
sumberdaya kehutanan vang dimiliki‘ol¢h masing-masing daerah,
sehingga kontribust yang diberikan DBH-PSDH terhadap
pendapatan daerah dapar-meningkat.

Dalam mengatasy” ketidakseimbangan pendapatan antara
pemerintah pusal” dengan pemerintah daerah (verfical fiscal
imbalance)/ Aranfer dacrah berupa Dana Bagi Hasil (revenue
sharing) termasuk DBH-PSDH menjadi  solusi mengurangi
ketimpangan yang ada. Hal ini dapat terjadi karena sumber
penerimaan yang berada di daerah dan diklaim sebagai penerimaan
negara tidak lagi tersentralisasi pengelolaannya oleh pemerintah
pusat, melainkan telah terjadi pembagian keuangan dan kewenangan
dalam mengelola sumber pendapatan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP Nomor 55

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kehutanan merupakan salah
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satu sektor dalam DBH yang berasal dari sumberdaya alam dan
selanjutnya dikenal dengan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam
{DBH-SDA) sektor kehutanan. Adapun alokasi perimbangan DBH
Kehutanan khususnya PSDH adalah sebagai berikut:

Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

a. Pusat = 20%

b. Provinsi yang bersangkutan = 16%

c. Kabupaten/kota penghasil = 32%

d. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsiyang = 32%
bersangkutan

Alokasi DBH-PSDH khususnya PSDH sebagaimana tersebut
di atas menunjukkan bahwd perimbangan tidak hanya dilakukan

berdasarkan daeratipenghasil, tetapi juga berdasarkan formula.

7.  Sumber{Pe¢ndapatan Daerah Dalam APBD

Terselenggaranya pemerintahan di daerah tidak terlepas dari
dukungan berbagai faktor sumberdaya yang mampu menggerakkan
jalannya roda organisasi pemerintahan yang mana keuangan atau
pendanaan menjadi faktor utama yang menjadi sumberdaya kapital
bagi pembiayaan urusan rumah tangga daerah.

Menurut Mamesah (1995) dalam Burhanudin (2008)
dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan dacrah

sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang
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lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/perundangan

yang berlaku.

Dari rumusan tersebut ada dva hal yang menjadi pokok
perhatian, yaitu:

a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak
daerah, restribusi daerah dan atau penerimaan dari sumber-
sumber lain sesuai dengan ketentvan yang berlaku.

b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajibariuntuk membayar
atau mengeluarkan uang sehubdngan -dengan pembiayaan
rumah tangga daerah, pelaKsariaan tugas umum dan tugas
pembangunan oleh daerah.

Keuangan daerah di Indpnesia selalu dihadapkan pada permasalahan:

a.  Ketergantupgan pemerintah daerah kepada subsidi pemernintah
pusat¢yang fercermin dari besarmnya bantuan pemerintah pusat
baik\dari sudut anggaran rutin yaitu melalui Subsidi Daerah
Otonom (SDO) maupun dari sudut anggaran pembangunan
yaitu melalui bantuan pembangunan.

b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber-
sumber pendapatan asli daerahnya yang tercermin dari
penerimaan PAD yang relatif kecil dibanding total penerimaan
daerah.

c¢.  Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam

mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
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d.  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak
dan restribusi.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa
kemampuan keuangan daerah umumnya masih sangat rendah, yang
mana tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat sangat tinggi,
hal ini disebabkan pemerintah daerah hanya memiliki potensi dan
peluang yang kecil untuk memungut pajak, sementara pemerintah
pusat menguasai lahan pajak yang potensinya lebiiibesar.

Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran / belanja daerah
dirumuskan dalam Anggaran Péndapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang merupakan suaty” rencana keuangan tahunan
pemerintah dacrah yang-dis¢tqjui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

APBD mertipakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
satu tahurhanggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua
pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.
Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi
target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua
pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan
sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Pendapatan daerah yang menjadi salah satu unsur dalam

APBD meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
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Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,
discbutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam
pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperolch dderah berdasarkan peraturan
dacrah sesuai dengan peratiran, pérundang-undangan untuk
mengumpulkan dana guna  keperluan daerah  yang
bersangkutan dalam.membiayai kegiatannya, terdirt dari:

1) Pajak daerah

2) Rgstribiisi dacrah

3). "Hasil pengelolaan kckayaan dacrah yang dipisahkan

4)" Lain-lain PAD yang sah
2 Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

a) Dana Bagi Hasil Pajak

b) Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam

2) Dana Alokasi Umum {(DAU)
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3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Hal ini meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain
pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berupa
uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah,
masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri

yang tidak mengikat.

B. Kerangka BerPikir

Otonomi dacrah mengharuskan pemerintah daerah untuk mandiri dalam
membiayai kegiatan perencanaan dan jelaksanaan program pembangunan.
Dengan kondisi seperti ini pemerintahi dacrah harus mencan alternatif untuk
meningkatkan PAD-nya. Hatan ‘merupakan salah satu sumberdaya yang
dijadikan sumber PAD.terpenting di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten
Nunukan. Pada sdat/yang sama, masyarakat setempat mulai melakukan klaim
kepemilikan ‘ahan” dan menuntut kompensasi dari perusahaan kayu atas
kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kegiatan logging (McCarthy
2004:1202).

Provisi sumber dayahutan (PSDH) merupakan pencrimaan Negara bukan
pajak yang berasal dari sektor Kehutanan yang dipergunakan untuk
pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penerimaan PSDH hasil
hutan sebagian besar berasal dari kayu. Nilai PSDH tergantung tingkat
produksi dan tariff untuk setiap jenis kayu.

Semakin tinggi produksi kayu (legal) semakin tinggi PSDH yang dapat

dipungut. Selama ini penerimaan Negara dari PSDH belum optimal karena
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banyaknya kayu yang diproduksi secara ilegal. Selain mempengaruhi

penenmaan negara, produksi kayu ilegal menimbulkan dampak negatif,

sebagai berikut:

1. Alokasi sumber daya hutan tidak efisien. Produksi kayu menjadi
berlebihan atau lebih besar dari kemampuan hutan untuk
memproduksinya secara lestan. Hal ini juga terlihat dari harga kayu yang
rendah atau lebih rendah dibandingkan biaya untuk memproduksinya
(biaya pengelolaan hutan dan biaya eksploitasi).

2. Distnbusi pendapatan antara dacrah penghasil&ayu dan dacrah pemasaran
kayu menjadi tidak merata. Harga kayu, yang rendah bukan hanya
dinikmati oleh konsumen di daerah penghasil kayu tetapi sebagian besar
dinikmati oleh konsumen @i dac¢rah pemasaran kayu baik konsumen
dalam negen maupun konsumien luar negeri. Sementara itu, biaya untuk
memperbaiki hutan yang rusak akibat produksi kayu illegal ditanggung
sendiri oleh'daerah penghasil kayu.

3. Hutan.yang ‘rusak tersebut mengancam stabilitas ekonomi yang berbasis
kayu/ Dimasa mendatang produksi kayu akan turun sehingga kegiatan
industri berbahan baku kayu dan industry terkait lainnya juga akan
menurun. Hal ini berarti distribusi pendapatan antara generasi sekarang dan
generasi mendatang tidak merata. Maraknya kayu illegal antara lain
disebabkan sistem pemantauan produksi dan peredaran kayu tidak
efektif. Dengan berlakunya otonomi daerah, sistem pemantauan ini akan
makin tidak efektif karena efektivitasnya sangat tergantung pada

efektivitas pemantauan yang dilakukan di daerah tuyuan pemasaran kayu.
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Di era otonomi, kegiatan pemantauan tampaknya harus difokuskan di

daerah asal kayu karena penerimaan PSDH hanya untuk daerah

penghasil kayu dan pemerintah pusat. Sedangkan daerah tujuan kayu
tidak memperoleh bagian PSDH secara langsung atas kayu dan daerah
lain yang dipantaunya.

Penelitian ini bermaksud untuk menilai efektivitas pemungutan Provisi
sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai Dana Bagi Hasi (DBH) di Kabupaten
Nunukan. Efektivitas ini dikaitkan pada proses pemungutan PSDH sesuai
dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapatl diperoleh kebijakan dan
model dalam pemungutan PSDH yang lebih“mempunyai nilai efektivitas
yang bertumbuh secara positif dalam perannya memberikan kontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerali(PAI)) melalui Dana Bagi hasil (DBH).

Secara lengkap kerangka Pikir penelitian ini berfokus pada efektivitas
pemungutan PSDH,/dengan” mengaitkan proses penerimaan PSDH dalam
PAD Kabupateri Nun@kan dengan kebijakan yang saat ini berlaku. Penelitian
ini berysaha “ mengupas proses pengenaan dan pemungutan dan
mengaitkannya dengan kontribusinya dalam pembangunan kehutanan
khususnya dan pembangunan Kabupaten Nunukan Umumnya. Diharapkan
dengan dapat dijelaskan efektivitas pemungutan PSDH ini dapat disusun
metode pemungutan yang sangat efektif dalam memberikan kontribusi yang

bersifat berkelanjutan.
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Produksi Kayu Bulat
(UPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK)

{UPHHK Baru / Perpanjangan

PSDH & DR

N

Permasalahan

Mengukur efektivitas
pémungutan PSDH
Menpanalisis kontribusi
pemungutan PSDH dani ahun
ke 1ahun

Mengidentifikasi faktor-faktor
pendukamg dan penghambat
efektivitas pengenaan
pemungutan PSDH di

Kabupaten Nunukan

o et T R S
Menyusun Usulan Untuk : \

I. Dinas Kehutanan ‘dan’ Perkebunan Kabupaten Nunukan sebagai pelaksana pemungut wajib bayar
PSDH agar pengenaan dan pemunguian PSDH dapat meningkat secara positif.

2. Pemerintah Daeral’ Kabupaten Nunukan, memberikan masukan dalam mngka pengelolaan sumberdaya
kchutanan.yang sustainable dalam peran scrta sebagai penyumbang PAD.

3. Dinas Kchutanan Propinsi Kalimantan Timur, mendapatkan gambaran tentang kebijakan yang dapat
Jebih mengefektifkan pengenaan dan pemungutan PSDH dalam penyusunan kebijakan selanjutmya
serta peningkatan harga patokan PSDH.

4. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementeran Kchutanan, dapal membuat kebijakan yang {ebih
mengapresiasikan peran serta dan besamya kontribusi dacrah 1erhadap APBI) dan APBN apar tercapai
kchutanan yang berkelanjutan.

Pendapatan Pemerintah Daerah

(APBD Kab. Nunukan)

Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian
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C. Definisi Operasional
Penelitian ini mempunyai fokus untuk menilai efektivitas pemungutan

PSDH dalam memberikan kontribusinya melalui Dana Bagi hasil (DBH).

Guna memudahkan pengukuran variabel dalam dalam penelitian ini, maka

kerangka pikir dirumuskan dalam definisi operasional sebagai berikut :

1. Provisi Sumber Daya Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai nilai
intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara.

2. Pemungutan PSDH adalah pemungutan pajak “terhadap produksi hasil
hutan kayu yang dibebankan kepada wajib “bayar sebagai pengganti
terhadap berkurangnya potensi hutan‘gona pembangunan Kabupaten
Nunukan secara menyeluruh.

3. Efektivitas pemungutan PSIM adalah pengukuran pencapaian target
perolehan Penerimaan“Negara Bukan Pajak bagi Pendapatan Asli Daerah
melalui Dana ,Bagi Hasil sektor Kehutanan, yang dilihat dan:
(1) pencapaian target, (ii) integrasi dan (iii) adaptasi.

4. Kontribust PSDH adalah besaran/persentasePSDH dalam PAD Kabupaten
Nunukan.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan PSDH adalah semua
kondisi/varibel yang mendukung atau menghambat pencapaian target

pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan mencari data dan mengumpulkan informasi
yang relevan terkait pada fokus penelitian meliputi :

1. Data primer diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan informan

2. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi administrasi. Data yang
diperoleh digunakan untuk memaknai peristiwa yang menjadi fokus
penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas. metode vang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode{~penélitian kualitatif dengan wawancana
mendalam, dokumentasi. administrasi dan observasi di lapangan untuk
mendapatkan inforniasi_dan data yang akurat serta memahami peran dan
peristiwa yang mempengaruhi hasil penelitian.

Lokus-pénelitian adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Nunukan/ Pepelitian ini mengamati kegiatan pemungutan PSDH
di Kabupaten Nunukan yang berlangsung pada tahun 2007 — 2011.

Data yang akan dijaring dalam pada metode ini adalah data yang
berhubungan dengan indikator efektivitas pemungutan PSDH menggunakan
wawancara terstruktur. Data primer diperoleh dari informan terpilih, yang
memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan
pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan menggunakan wawancara

mendalam berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Data
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sekunder dijaring menggunakan instrumen berupa telaah dokumen
(document review). Telaah wawancara dan dokumen menjadi instrumen
utama dalam menyusun kesimpulan, sehingga dapat diungkap efektivitas
pemungutan PSDH sebagai DBH Sumberdaya Alam, kontribusi pemungutan
PSDH dalam APBD dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas

pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan.

B. Narasumber dan Bahan Studi
Narasumber penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam
pemungutan PSDH sebagai Dana Bagi Hasil S€ktor/Kehutanan di Kabupaten

Nunukan, yaitu :

1. Pejabat Penagih, Wajib Bayar dan.Petugas Lapangan untuk pemungutan
PSDH.

2. Petugas Rekonsiliasi(Daerah, Provinsi dan Pusat untuk penyaluran DBH-
SDA Kehutanan,

3. Dinas Pefidapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan
Kemenienan Keuangan untuk penerimaan DBH-SDA Kehutanan.
Sedarigkan bahan studi dokumentasi adalah semua bahan yang dapat

memperjelas fokus penelitian, yaitu :

1. Surat Perintah Pembayaran PSDH (SPP-PSDH),

2. Bukti setor Wajib Bayar SPP-PSDH

3. Target penerimaan PSDH

4. Kertas Kerja PSDH Kabupaten, Provinsi dan Pusat

5. Peraturan yang terkait dengan fokus penelitian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41487 pdf

C. Pedoman Wawancara
Data diperoleh dari narasumber menggunakan wawancara mendalam
dengan pedoman wawancara yang dipilah berdasarkan peran masing-masing
narasumber, yaitu :

1. Pejabat Penagih, Wajib Bayar dan Petugas Lapangan dilakukan
wawancara mengenai pemungutan PSDH Kehutanan.

2. Petugas Rekonsiliasi dilakukan wawancara mengenai penvaluran DBH-
SDA Kehutanan.

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan~Asct Daerah dilakukan
wawancara mengenai penerimaan DBH-SDA, K¢hutanan.

D. Pemilihan Narasumber
Narasumber tersebut dipilih dengari cara sebagai berikut :

|. Pejabat Penagih dan "Petugas Lapangan adalah pegawai Dishutbun
Kabupaten NunuKan_yang bertugas sebagai pejabat penagih dan petugas
lapangan yang\4nenangani kegiatan pemungutan PSDH dari tahun
2007-201M “dengan jumlah populasi responden sebanyak 12 orang,
dilakokan di Nunukan.

2. Wajib Bayar adalah petugas perusahaan yang mempunyi kewajiban
membayar PSDH sebagai PNBP ke Negara dari tahun 2007 - 2011 dengan
jumlah populasi responden adalah 10 orang, dilakukan Kabupaten
Nunukan.

3. Petugas Rekonsiliasi adalah petugas kehutanan yang melaksanakan

pekerjaan rekonsiliasi penerimaan PSDH selama 2007 — 2011 dengan
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jumlah populasi responden sebanyak 7 orang, dilakukan di Nunukan,
Samarinda dan Jakarta

4. Penerimaan DBH-SDA Kehutanan adalah Seluruh pegawal Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
dan Kementerian Keuangan yang pernah menangani penerimaan DBH-
SDA selama tahun 2007 — 2011 dengan jumlah populasi responden

sebanyak 4 orang, dilakukan di Nunukan.

E. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
untuk dapat memberikan gambaran yang| pienyéluruh mengenai efektivitas
pemungutan PSDH sebagai dana- bagi ‘hasil (DBH) sektor kehutanan
di Kabupaten Nunukan.

Dari data yang telah~terkumpul disusun dalam bentuk tabel dan diolah
sesuai dengan analisis “yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis ‘ierhadap masalah yang telah dirumuskan dengan rujukan
teor1 dan perbitungan menggunakan alat analisis rasio efektivitas, analisis
kontribu$i dan analisis taksonomi, yang kemudian diuraikan secara deskriptif
terhadap hasil perhitungan. Alat analisis yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Analisis Efektivitas
Menurut Siagian (2002), efektivitas menunjukkan keberhasilan dari
segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan

semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41487 pdf

sehingga dengan demikian pencapaian tingkat efektivitas dapat

dirumuskan sebagai berikut :

Realisasi PSDH
Efektivitas= X 100% ........... (1)

Rencana Target PSDH

2. Analisis Kontribusi
Menurut Widodo (2000), untuk mengetahui rdsio kontribusi
perimbangan Dana Bagi Hasil Sumberdayd Atam” (DBH-SDA) sektor
kehutanan terhadap pendapatan daerab, ‘secara sistematis digunakan

formula:

K, ./Kontribust perimbangan DBH-PSDH tahun / periode t
DBH;, : Total perimbangan DBH-PSDH tahun / periode t
APBD; : Total Penerimaan Daerah tahun / periode t

3. Analisis Taksonomi
Menurut Burhan Bungin (2010;206), teknik analisis taksonomi
terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilah domain
tersebut menjadi sub-subdomain serta bagian-bagian yang lebih khusus
dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki
kesamaan dan menghasilkan hasil analisis yang ferbatas pada satu

domain tertentu dan hanya berlaku pada satu domain tersebut pula.
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Analisis taksonomi menggunakan model diagram dalam penyajian

analisisnya sebagaimana gambar 5. berikut:

Diagram Kotak

Cover Term

Gambar 5. Diagram Kotak Taksonomi
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
1. Efektivitas pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan periode 2007 sampai
dengan 2011 adalah sebagai berikut:

a. Efcktivitas penerimaan DBH-SDA kehutanan PSDH dalam APBD
Kabupaten Nunukan hanya dapat melampaui target-pada tahun 2008
sebesar 218,10%, sedangkan pada tahun 2Q09-hanya mampu mencapai
terget masing-masing sebesar 24,42%¢Fluktuasi ini terjadi karena dalam
proses penentuan target hanya berdasarkan pada realisasi penerimaan
tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan produksi.

b. Pencapaian efektivitas dari indikator integrasi, dapat dinyatakan bahwa
prosedur dan sosialisasi pemugutan PSDH dari literatur/aturan yang
diberikan | oleb”instansi teknis yang membidangi kehutanan dari
Pemerintah 'Pusat, Provinsi dan Daerah telah disampaikan dengan baik.
Walaupun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

1) Terdapat wajib bayar yang bergerak di luar bidang kehutanan, perlu
ditingkatkan intensitas sosialisasi proses dan prosedur pemungutan
PSDH yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan;

2) Mudah berubahnya peraturan yang mengatur penatausahaan hasil
hutan yang berimbas pada pemungutan PSDH mengakibatkan

efektivitas pemungutan PSDH kurang maksimal.

. . . 12
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c. Pencapaian Efektivitas dari indikator adaptasi, efektivitas pemungutan
PSDH sebagai Dana Bagi Hasil terhadap peningkatan kemampuan dan
sarana prasarana, scbagian besar peningkatan kemampuan ada
walaupun masih terbatas sedangkan untuk sarana dan prasarana
pendukung dalam menyelaraskan lingkungan masih terkesan sangat
minim bahkan untuk petugas teknis kehutanan sangat bergantung
dengan perusahaan.

2. Kontribusi pemungutan PSDH dalam APBD «Kabtpaten Nunukan
periode periode 2007 sampai dengan 2011 adalah scbagai berikut:

a. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Nunukan periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2011 mengalami kecenderungan peningkatan
dengan rata-rata pertumibuhan’ sebesar 13,88% atau sebesar
Rp. 4.983.875.662,564,58, walaupun pada tahun 2009 mengalami
penurunan sebeSar miinus 14,16% atau sebesar Rp. 849.770.557.955,17.
Peningkatan “teftinggi terjadi pada tahun 2011, dengan pendapatan
sebesanRp: 1.357.200.132.973,93 atau terjadi peningkatan pendapatan
48,07% dibandingkan dengan pendapatan tertinggi sebelumnya pada
tahun 2010 sebesar Rp. 916.605.866.814,98.

d. Kontribusi DBH-SDA dari PSDH kehutanan bagi APBD Kabupaten
Nunukan ternyata sangat kecil, hanya memiliki rata-rata sebesar 1,34%
atau sebesar Rp. 13.056.414.930,00 per tahun.

e. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung
kepada dana perimbangan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dari

tahun 2007 sampai dengan 2011 dengan rata-rata penerimaan dalam
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APBD sebesar Rp. 996.775.132.512,92, atau rata-rata sebesar 86,16%

atau sekitar Rp. 858.865.085.117,20 per tahun berasal dari penyaluran

Dana Perimbangan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PSDH di
Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:
a. Faktor-faktor pendukung pemungutan PSDH, meliputi:

1) Adanya kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan dan produksi
kayu bulat;

2) Adanya kenaikan tarif harga patokan ka$u;

3) Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran hasil
hutan;

4) Intensitas sosialisasi Kepadd masyarakat dan pihak swasta yang
meningkat;

5) Potensi pengembangan produksi dari hasil hutan bukan kayu;

6) Peluang daripungutan kehutanan lainnya, seperti Penggantian Nilai
Tegakan (PNT) yang merupakan pungutan sektor kehutanan yang
didasarkan atas produksi hasil hutan.

b. Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan PSDH

1) Harga patokan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tidak
sesuai dengan kondisi di daerah. Ini mengakibatkan ketidakpastian
harga patokan bagi perusahaan dan pejabat penagih PSDH. Seperti
yang terjadi pada pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 hanya berlaku selama 49 hari.
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2) Pelaksanaan penyaluran DBH-SDA  kehutanan terdapat
permasalahan dalam implementasi di daerah, hal ini diakibatkan
tidak sejalannya rencana/target antara masing-masing instansi
teknis, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan
dan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan), sehingga menyebabkan

terjadinya lebih salur atau kurang salur kepada pemerintah daerah.

B.SARAN

1. Target pencrimaan iuran kchutanan sebaiknyas, disusan dari tingkat
kabupaten, dengan memperhitungkan _Kémampuan produksi ijin
pengusahaan hutan yang ada di masing-rmasing daerah.

2. Perlunya peningkatan kemampusdn -petugas pemerintah dan perusahaan
dengan mengikutsertakan pada(pendidikan dan pelatihan teknis berupa
pelatihan penatausahaan_hasil’hutan dan pemungutan PSDH setiap enam
bulan sekali serta peningkatan teknologi pendukung berupa peralatan
Handle remote) capture (HRC) untuk pengawasan di lapangan dan
penambahan Sarana prasarana berupa kendaraan roda dua (sepeda motor
trail) dan kendaraan roda empat (mobil operasional double cabin 4 wheel
drive).

3. Peningkatan pembinaan dan pendampingan melalui peningkatan pembinaan
di lapangan oleh petugas kehutanan baik dari kabupaten, provinsi dan
pemerintah pusat serta evaluasi secara berkala minimal enam bulan sekali
kepada pelaku usaha bidang kehutanan oleh institusi teknis daerah guna

meningkatakan pendapatan dari sektor kehutanan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



132
41497 .pdf

4. Pemerintah segera menetapkan kenaikan harga patokan baru yang dikaji
bersama-sama dengan scmua pihak tcrkait dari tingkat terendah
(bottom to up) sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dengan
tidak mematikan usaha sektor kehutanan.

5. Pemerintah daerah melaui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah harus lebih pro aktif dalam memantau penyaluran DBH-SDA
Kehutanan di daerah guna menghindari terjadinya kurang.salur atau lebih
salur kepada daerah penghasil.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan agar méndesak kepada Pemerintah
Pusat agar dapat merevisi Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan—Negara Bukan Pajak, dimasukannya
pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ke dalam PNBP kehutanan,
sehingga dana yang/dipunguat dari IPK dan IPPKH yang ada di daerah dapat

diimbangkan daldm/bentuk DBH-SDA.
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PANDUAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
(PSDH) SEBAGAI DANA BAGI HASIL (DBH) SEKTOR KEHUTANAN
DI KABUPATEN NUNUKAN

Dengan hormat,

Bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN
Nim - 018398585
Jurusan : Administrasi Publik

Adalah mahasiswa Magister Administrasi Publik /pada Universitas Terbuka
Jakarta UPBBJ Samarinda, yang sedang<{ mengadakan penelitian mengenai
Efektivitas Pemungutan Provisi Sumbef Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi
Hasil (DBH) Sektor Kehutanan i, Kabupaten Nunukan. Sehubungan penelitian
tersebut, saya mohon agar Bapak/lbu berkenan untuk diwawancara dengan jujur
dan lengkap serta tanpa ada pengaruh dari orang lain. Semoga hasil penelitian ini
nantinya dapat _‘berguna bagi kita semua terutama masyarakat Kabupaten
Nunukan.

Hormat saya,

IRWAN
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A. Identitas responden
1. No . responden

2. Jenis kelamin : Laki-laki / perempuan

(98]

. Pendidikan terakhir
4. Jabatan
5. Instansi/Lembaga

Panduan wawancara ini ditanyakan kepada seluruh stakeholder yang terlibat baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan, Kabupaten Nunukan

agar data yang diperoleh lebih komprehensif.

ASPEK PEMUNGUTAN PSDH KEHUTANAN

1. Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukum pemungutan
PSDH Kehutanan

2. Apa saja bentuk pungutan dalam PNBP Kehutanan

Apa yang menjadi objek dari PNBP terutama PSDH

4. Instansi manakah yang menjadi/pelaksana pemungutan kewajiban PSDH
Kehutanan

hed

5. Bagaimana metode penertuanitarget penerimaan PSDH Kehutanan

6. Bagaimanakah mekanisme pemungutan PSDH Kehutanan

7. Bagaimana bentuke péngawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PSDH
Kehutanan

8. Apakah penerimaan dan pemungutan PSDH Kehutanan sudah optimal

9. Upaya apa‘yang-telah dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan
PSDH Sektor Kehutanan

10. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH
Kehutanan

11. Apakah mekanisme pemungutan PSDH Kehutanan sudah berjalan dengan
baik

ASPEK PENYALURAN DBH-SDA KEHUTANAN

1. Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukun penyaluran
DBH-Kehutanan
2. Apa saja bentuk dari DBH-SDA Kehutanan

3. DBH-Kehutanan apakah yang menjadi porsi Kabupaten

4. Bagaimana mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah
Daerah

S. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA
Kehutanan

6. Apakah penyaluran DBH-SDH Kehutanan sudah optimal
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7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDH
Kehutanan

ASPEK PENERIMAAN DBH-SDA KEHUTANAN

1. Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukun penerimaan

DBH-Kehutanan

2. DBH-SDA Kehutanan apa saja yang diterima oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Nunukan

3. Bagaimana penentuan target penerimaan DBH-SDA Kehutanan oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan

4. Bagaimana mekanisme penerimaan DBH-SDA Kehutanan oleh Pemerintah
Kabupaten Nunukan

5. Digunakan untuk apa saja DBH-SDA dari sektor Kehutanan leh Pemerintah
Kabupaten Nunukan

Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan
Apakah penerimaan DBH-SDA Kehutanan sudah eptimal

Upaya apa yang dilakukan dalam rangka mepingkatkan penerimaan DBH-
SDA dari sektor Kehutanan

9. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pélaksanaan penerimaan DBH-SDA
Kehutanan

o N O
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MATRIK HASIL WAWANCARA

A. ASPEK PEMUNGUTAN PSDH KEHUTANAN

No Responden | Jawaban
1. | Pertanyaan : Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukum pemungdtan PSDH Kehutanan
PP-1 Banyak Pak, yaitu: UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP,J0U N¢.25 Tahun 1999 jo.UU No.33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pasat\dan Pemerintah Daerah, PP No. 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahin1998 tentang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang
Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif
atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun,.PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun
1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang“beriaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang
Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun,
PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas-PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran, dan Penyeteéran * PNBP yg terutang, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.18/Menhut-11/2007 tentang/ Petunjuk Teknis Tata Cara PengenaanPemungutan dan Pembayaran
Provinsi Sumber Daya, Hutan” (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.16/Menhut-I11/2006-_jo” No.P.28/Menhut-11/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi
15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan IITUPH

PP-2 Berdasarkan perkembarigan peraturan tentang PSDH sebagai berikut: UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, UU
No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-11/2007 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Pengenaan,Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana
Reboisasi (DR), Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-11/2006 jo. No.P.28/Menhut-11/2007
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tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH.DR dan ITUPHPP No. 74 Tahun
1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang PerubahanKedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas
Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP No. 55 Tahun
2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perybahan Atas PP No. 6 Tahun 2007
tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan«setta~Pemanfaatan HutanPP No. 22 Tahun
1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998 téntang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998
tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis danPenyetoran PNBP, PP No. 59 Tahun 1998
tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbur, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP'yg teratang,

PL-1 Yang saya ketahui adalah sebagai berikut, namun tidak sayd sebutkan tentangnya satu per satu ntar banyak dan
panjang sekali, yaitu: UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22
Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP"No: 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun
1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahin-1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92
Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun
2009, Permenhut No. P.18/Menhut-11/2007, Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 jo.
No.P.28/Menhut-11/2007

PL-2 UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU WNo.~33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerali, PP*No. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, PP No. 35 Tahun 2002
tentang Dana Reboisasi, PP No.\65 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas PP No..6\Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan HutanPPNo. 22 Tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998
tentang PSDH, PR No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran PNBP, PP'No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP
No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yg terutang

PL-3 UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998,
PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun
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1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998

PL-4 Seingat saya meliputi: UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP,
PL-5 PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun.1998 tentang Perubahan PP No. 22

Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No.
92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun, 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29
Tahun 2009.

PL-6 Sabar Pak banyak ni, ntar saya bacakan ya, UU No. 25 Tahuf, 4999 jo.UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22
Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 (Tahut{ 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun
1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 téntang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92
Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No,67 Taliun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun
2009

PL-7 Sebentar pak saya buka catatan saya dulu, meliputi=UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU No.
33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang
Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No/'59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No.
59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 “tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55
Tahun 2004, PP No. 29 Tahun “ 2009, Permenhut No. P.18Menhut-I1/2007, Permenhut No.
P.16/Menhut-11/2006 jo. No.P.28/Ménhut-11/2007

PL-8 Waduh banyak tuh, diantaranyd: Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-I11/2006 jo.
No.P.28/Menhut-11/2007..tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR
dan ITUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Dephutban, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998
tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisasi, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
HutanPP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH,
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
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Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)

PL-9 PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22
Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No.
92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29
Tahun 2009.

PL-10 UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimibangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.16/Menhut-11/2006 jo. No.P.28/Menhut-I1/2007 tentarig/Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada
pembayaran PSDH,DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 4999 “i¢ntang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998
tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Ata$ Jenis’PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 55
Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun
2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rericana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan HutanPP No. 22
Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;PP No. 51Tahun 1998 tentang PSDH.

WB-1 Peraturan terkait tentang PSDH, yaitu: U No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. UU No. 20 Tahun 1997
tentang PNBP, Peraturan Menteri ¥<€hutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Penulisan Reférehsi 1S Digit pada pembayaran PSDH,DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun
1999 tentang Perubahan PP{No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang PerubahanKedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas
Jenis PNBP yang berlaku‘pada Dephutbun, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun
2007 tentang Tata Usaha-dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan HutanPP No. 22
Tahun 1997 tentang Jenis”dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 29 Tahun
2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yg terutang.

WB-2 Peraturan perundang-undangan yang terkait PBNP, yaitu: UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 1999
jo.UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998
tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan
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PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No.
55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009, Permenhut No. P.18/Menhut-II/2007, Permenhut No.
P.16/Menhut-11/2006 jo. No.P.28/Menhut-11/2007

WB-3 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-11/2007 tentang Tata Cara
Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan ITUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang
Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yamng-berlaku pada Dephutbun, PP No. 92
Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun <1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang
berlaku pada Dephutbun, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998) teritang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang
Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Pefiyetoran PNBP, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif
atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No."29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan
Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yg™ térutang, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.18/Menhut-11/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan,Pemungutan dan Pembayaran
Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dédna.Reboisasi (DR)

WB-4 UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. .UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.16/Menhut-I1/2006 jo. No.P.28/Menhut-11/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit
pada pembayaran PSDH,DR dandIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998
tentang Tarif atas Jenis PNBP vang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 55
Tahun 2004 tentang Dana, Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun
2007 tentang Tata Usaha'dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan HutanPP No. 22
Tahun 1997 tentang Jenis'dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 52 Tahun
1998 tentang Perubalian PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 59 Tahun 1998
tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yg terutang, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan,Pemungutan dan Pembayaran
Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
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WB-5 Peraturan tentang PNBP ialah: Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo.
No.P.28/Menhut-11/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR
dan ITUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998
tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, , PP.No: 55 Tahun 2004 tentang Dana
Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP N¢. 6-Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan HutanPP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran PNBP, PP No. S1 Tahun 1998 tentang PRSDH,” Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.18/Menhut-11/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata-Cara’PengenaanPemungutan dan Pembayaran
Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboigdsi (DR)

WB-6 Sebentar saya ingat dan boleh lihat catatan aturan yang sayé miiliki ya pak, yaitu: UU No. 20 Tahun 1997, UU No.
25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22'Tahun 1997 tentang, PP No. 51Tahun 1998, PP No. 52
Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999
tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP-No:92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67
Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No,29 Tahun 2009, Permenhut No. P.I8/Menhut-11/2007,
Permenhut No. P.16/Menhut-11/2006 jo. No.P.28/Menhut-11/2007

WB-7 Banyak pak, namunyang saya ingat sebagai berikut: UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pémerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. UU No. 20 Tahun 1997
tentang PNBP, Peraturan Menterih Kehutanan No. P.16/Menhut-11/2006 jo. No.P.28/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Penulisan \Reférensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan ITUPH, PP No. 74 Tahun
1999 tentang PerubaharhPP'No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Dephutbun, PP No. 55;Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas PP No. 6 Tahun ‘2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan HutanPP'No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998
tentang PSDH

WB-8 UU No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998,
PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun
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1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP
No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009, PermenhutNo. P.18/Menhut-11/2007,
PermenhutNo. P.16/Menhut-11/2006 jo. No.P.28/Menhut-11/2007

WB-9

Yang saya ketahui tentang peraturan terkait tentang PSDH, ialah: PP No. UU.No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP,
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-11/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara
Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan«IUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang
Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBR yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92
Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang
berlaku pada Dephutbun, PP No. 35 Tahun 2002 tentang I2ana Reboisasi, PP No. 55 Tahun 2004 tentang
Dana Perimbangan, PP No. 22 Tahun 1997 tentangdenissdan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998
tentang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang [erubghan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran PNBP, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif ‘atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP
No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yg terutang,
Peraturan MenteriKehutananNomor P.18/Menhut-11/2007.

WB-10

Peraturan tentang PNBP sebagai berikut: UU\No. 25 Tahun 1999 jo.UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun
1997 tentang, PP No. 51Tahun 1998,PP\No.52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP
No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999
tentang Perubahan Kedua atas, PP"No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009,
Permenhut No. P.18/Menhut-¥1/2007, Permenhut No. P.16/Menhut-I11/2006 jo. No.P.28/Menhut-
11/2007

Pertanyaan : Apa saja bentuk pungutan dalamPNBP Kehutanan

PP-1 Pemungutan PNBP Kehutanar meliputi: PSDH, DR, IIUPH

PP-2 Seingat saya Pemungutan PNBP Kehutanan terdiri dari: PSDH, IIUPH, DR, dan PNT
PL-1 PNBP Kehutanan, ada 3 yaitu; PSDH, DR, IIUPH

PL.2 Berdasarkan aturan yang saya ketahui PNBP Kehutanan adalah PSDH

PL-3 Pemungutan PNBP Kehutanan adalah PSDH dan DR

PL-4 PNBP Kehutanan meliputi: PSDH, DR, [IUPH
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PL-5 PNBP bidang Kehutanan, berupa: PSDH dan DR

PL-6 Berdasarkan aturan yang saya ketahui PNBP Kehutanan adalah PSDH, DR, dan IIUPH
PL-7 Yang saya tau ada 4 meliputi: PSDH, PNT, DR, dan [IUPH

PL-8 PNBP Kehutanan terdiri dari 3 jenis yaitu: PSDH, DR, IIUPH

PL-9 Bentuk PNBP Kehutanan adalah: PSDH, DR

PL-10 PNBP pemungutan kehutanan terdiri dari: PSDH, DR, [IUPH dan PNTE

WB-1 | Berdasarkan aturan yang saya ketahui PNBP Kehutanan adalah PSDH, DR; dan IIUPH
WB-2 Pemungutan PNBP Kehutanan adalah PSDH dan DR

WB-3 PNBP Kehutanan meliputi: PSDH, DR, IIUPH

WB-4 Sepengetahuan saya pemungutan PNBP kehutanan terdiridari: PSDH, IIUPH, DR,
WB-5 Pemungutan PNBP Kehutanan, ada 3 yaitu: PSDH, DRJJIIUPH

WB-6 PSDH, DR, IIUPH

WB-7 Yang saya ketahui ada 3 ialah: PSDH, PNT, DR

WB-8§ PNBP untuk Kehutanan terdiri dari 4 jenis yaituy PSDH, DR, IIUPH, PNT

WB-9 Bentuk PNBP Kehutanan adalah: PSDH, DR)PNT

WB-10 Pemungutan PNBP kehutanan terdiri dari: PSDH, DR, IIUPH dan PNT

Pertanyaan : Apa yang menjadi objek dari PNBP terutama PSDH

PP-1 Objeknya kayu bulat kelompok meraziti; rimba campuran dan kayu indah

PP-2 Kayu bulat, rimba campuran dafikayuindah

PL-1 Objek PBNP dari PSDH kayu\yang ditebang oleh perusahaan kehutanan berupa meranti, rimba campuran dan
kelompok kayu indah

PL-2 Objeknya berupa kaywbulat kélompok jenis indah, meranti dan rimba campuran

PL-3 Yang menjadi objeknya kayu bulat dan kayu olahan

PL-4 Kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran

PL-5 Jenis kayu bulat meranti, rimba campuran, indah dan kayu hutan tamanan

PL-6 Objeknya kayu bulat kelompok meranti, rimba campuran dan kayu indah

PL-7 Kayu bulat, rimba campuran dan kayu indah
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PL-8 Kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran
PL-9 Objek PBNP dari PSDH kayu yang ditebang oleh perusahaan kehutanan berupa meranti, rimba campuran dan
kelompok kayu indah
PL-10 Objeknya berupa kayu bulat kelompok jenis indah, meranti dan rimba campuran
WB-1 Kayu bulat kelompok meranti, rimba campuran, indah, kayu hutan tanaman dan kayu olahan
WB-2 Kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran, indah dan hutan tanaman
WB-3 Jenis kayu bulat meranti, rimba campuran, indah dan kayu hutan tarhanan
WB-4 Objeknya kayu bulat kelompok meranti, rimba campuran, kayu indah serta kayu olahan dan kayu dari pemanenan
hutan tanaman
WB-3 Kayu bulat, rimba campuran dan kayu indah
WB-6 Objeknya berupa kayu bulat kelompok jenis indah, meranti'dan rimba campuran
WB-7 Sebagai perusahaan perkayuan yang menjadi objeknya PSDH adalah kayu bulat, kayu olahan dan kayu hutan
tanaman
WB-8 Objek PNBP PSDH Kayu bulat jenis meranti danrifiba campuran
WB-9 Jenis kayu bulat meranti, rimba campuran, ifidah'dan kayu hutan tamanan
WB-10 Objek PBNP dari PSDH kayu yang ditebang oleh kami selaku perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan

khusus hutan alam berupa meranti, rimbd campuran dan kelompok kayu indah

Pertanyaan : Instansi manakah yang menjadi pelaksand pemungutan kewajiban PSDH Kehutanan

PP-1 Kami selaku instansi teknis kehudtafian daerah di Nunukan ialah Dishutbun Nunukan

PP-2 Ya tentunya dinas kehutanan dan pérkebunan Kabupaten Nunukan donk

PL-1 Masa bapak tidak tau yang pastilah Dishutbun selaku perpanjangan Bupati Nunukan untuk melaksanakan
pemungutan PSDH

PL-2 Dishutbun Nunukan,, singkat dan padat

PL-3 Ih Bapak kok nanyakaiTkayak gitu masa tidak tau atau ngetes nich yang tentu kehutanan dan perkebunan lah

PL-4 Kantor Dishutbun Nunukan

PL-5 Instansi kehutanan daerah di Nunukan yaitu Dishutbun Nunukan

PL-6 Ya, dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Nunukan donk
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PL-7 Dishutbun selaku institusi teknis kehutanan di daerah Nunukan

PL-8 Kami selaku instansi kehutanan daerah di Nunukan adalah Dishutbun Nunukan

PL-9 Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Nunukan tentunya

PL-10 Dishutbun Nunukan

WB-1 Dishutbun Nunukan

WB-2 Pastilah Dishutbun Nunukan, walaupun ada UPTD PPHH Korwil Nunukarn

WB-3 Untuk di Nunukan ada 2 institusi kehutanan yaitu Dishutbun dan URTD PPHH Nunukan tapi mengacu aturan yang
ada tentunya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah Dishutbun nunukan

WB-4 Dishutbun Kabupaten Nunukan pastinya

WB-5 Pejabat penagih yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebufian K abupaten Nunukan

WB-6 Pemungutan dilakukan oleh dishutbun Nunukan

WB-7 Instansi yang menjadi pelaksana pemungutan kewajiban PSDH Kehutanan ialah Dishutbun Nunukan

WB-8 Dishutbun

WB-9 Instansi pelaksana pemungutan kewajiban Kehitanairadalah Dishutbun Nunukan

WB-10 Tentunya Dishutbun Nunukan

Pertanyaan : Bagaimana metode penentuan target penerimaan PSDH K ehutanan

PP-1 Beberapa tahun yang lalu yaitu tahun seingat saya, tahun 2006 hingga tahun 2010. Penentuan target penerimaan
Top down dimana dari Kementeridn kehutanan yang menetapkan baru tahun 2011 untuk target tahun 2012 kita
diundang menentukannya tapj<hasilnya juga tidak dipakai karena target penerimaan yang diterbitkan tetap
kementerian kehutanan yang menetapkan jadi percuma saja kita diikutkan toh usulan target penerimaan dari kami
tidak dipakai juga. Untuk alasat kenapa usulan target kami tidak dipakai kami pun tdk jelas

[

PP-2 | Metode penentuan target-pénerimaan PSDH Kehutanan seharusnya dari kabupaten ke provinsi lalu ke pusat tapi
yang ada penentuan target kami selalu tidak ada pentingnya bagi pusat jadi tetap lagu lama dari top down

PL-1 Seharusnya dari bottom 1o up ya dari dacrah ke provinsi lalu ke pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan

PL-2 Penentuan target PSDH dari Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Kehutanan, namun yang saya dengar hal

tersebut tidak terjadi malah dari Top down masksudnya langsung dari kementerian kehutanan yang menetapkan
tanpa dari kabupaten dan provinsi
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PL-3 Wah kalau penentuan target penerimaan yang saya tau dari bottom to up yang pasti dari usulan daerah penghasil
ke provinsi penghasil lalu ke kementerian kehutanan, tapi pelaksanaannya saya kurang tau apakah sudah sesuai
dengan protap yang ada.

PL-4 Pastinya dari daerah penghasil diusulkan ke provinsi, kemudian provinsi melakukan rekapitulasi semua darah di

dalam provinsj untuk diusulkan lagi ke pusat dalam hal ini Kementerian Kehtitanan lalu Kementerian Kehutanan
menerbitkan Surat Keputusan Target masing-masing provinsi dan kabupaten.penghasil

PL-5 Target penerimaan PSDH Kehutanan ditentukan atas pengusulan dari ‘bawah ke atas maksudnya dari daerah, ke
provinsi lalu pusat. Namun yang saya ketahui untuk saat ini/fal ‘ini, target penerimaan belum dilaksanakan
sebagaimana seharusnya masih dari atas ke bawah yaitu langsung ditentukan oleh Pusat melalui Kementerian

Kehutanan

PL-6 Daerah penghasil diusulkan ke provinsi, kemudian provinsi- melakukan rekapitulasi semua daerah di dalam
provinsi untuk diusulkan lagi ke Kementerian K ehutariari

PL-7 Klu itu saya kurang tau, karena saya lebih banyak di lapangan dibandingkan di kantor tapi yang pastinya dari
daerah ke provinsi lalu ke pusat

PL-8 Target PNBP diusulkan seharusnya dari bottom o up, tapi ada juga yang saya dengar dari pusat ke daerah,
seharusnya yang benar itu bottom to up

PL-9 Kalau untuk pertanyaan ini saya terus terang‘agak kecewa karena saya beberapa kali ikut penyusunan target tetapi

kenyataan usulan daerah tidak dipaKai atatr’diabaikan malahan yang ada dari pusat sendiri yang menentukannya,
dengan alasan katanya pesanan dari BPR'RI untuk menggenjot PNBP sektor kehutanan

PL-10 Penentuan target seharusnya gsulandari daerah penghasil, tetapi pada kenyataannya daerah penghasil seperti
Kabupaten Nunukan sering Kecewd karena usulan yang diajukan sering tidak sesuai yang berakibat target yang di
SK kan oleh pusat melebihi.dari-usulan daerah

WB-1 Wah kalau itu saya tidak'tau, karena untuk usulan target yang membuat pemerintah, baik instansi di daerah seperti
kabupaten, provinsi serta pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kehutanan, yang jelas pasti ada usulah dari
daerah dalam kontek ini Pemerintah Kabupaten Nunukan

WB-2 Yang pernah saya baca dan yang saya ketahui bahwa usulan target seharusnya dari bawah ke atas maksudnya dari
pemerintah daerah ke pemerintah provinsi lalu pemerintah pusat untuk dibuatkan surat keputusan target PNBP
WB-3 Untuk penentuan target yang saya ketahui dari diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai daerah penghasil

148

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41497 .pdf

WB-4 Target PNBP sektor kehutanan mengacu pada aturan yang ada seharusnya atas usulan daerah penghasil, tetapi saya
heran kenapa target PNBP Kabupaten Nunukan selalu tinggi, yang dilematisnya kami selaku wajib bayar diker-
kejar untuk sesegera mungin untuk merealisasikan PNBPnya, dengan harapan target PNBP yang telah ditetapkan
tercapai. Namun pada kenyataannya terdapat banyak kendala salah satumya faktor cuaca yang mengakibatkan
produksi di lapangan terkendala lain lai kendala non teknis berkaitan| défigan masyarakat sekitar hutan yang
menuntut macam-macam bahkan sampai pemblokiran areal kerja kamis

WB-5 Sepertinya target PNBP telah ditentukan oleh pusat dalam hal “ini kementerian kehutanan di daerah hanya
melaksanakannya atau top down gitu deh
WB-6 Untuk pertanyaan ini bukan kompeten saya menjawabnya ldgian $dya takut salah Pak menjawabnya, tetapi jika

diharuskan menjawabnya saya bisa katakan penentuan target\PNBP itu dari daerah ke provinsi lalu ke pusat,
itupun jika saya tidak salah

WB-7 Target PNBP tentunya dari pusat bukan dari daerah
WB-8 Sepengetahuan saya penentuan target PNBP diusulkan)daerah lalu ke provinsi lalu ke pusat
WB-9 Beberapa waktu yang lalu saya pernah berdiskusi dengan pejabat di pemerintahan kabupaten nunukan yang

menangani PNBP sektor kehutanan dinyataKan bahwa usulan seharusnya dari bottom to up tapi pada kenyataannya
usulan dari daerah sering kali diabaikanuntuk alasannya saya tidak tau pasti kenapa demikian terjadinya, mungkin
itu yang bisa saya sampaikan berkaitan déngan pertanyaan yang bapak berikan ini

WB-10 Ya, seharusnya dari pemda dalam hal.ini-pémda nunukan lalu ke pemprov kaltim dan kementerian kehutanan
Pertanyaan : Bagaimanakah mekanisme pemungutan PSDH Kehutanan
PP-1 Mekanisme pemungutan PSDH Kehutanan dari LHP yang telah disahkan oleh petugas P2LHP di lapangan

diajukan ke saya, lalu wajib‘bayar mengajukan LHP yang telah disahkan tadi kepada saya, lalu saya terbitkan Surat
Perintah Pembayaran (SPP)»PNBP untuk PSDH mengacu pada kubikasi yang telah disahkan petugas lapangan
dinas kehutanan kabupaten

PP-2 LHP atau DKB yang-f€lah disahkan oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP untuk pembayaran PNBP
mengacu pada aturan yang berlaku
PL-1 LHP yang telah kami sahkan lalu diajukan oleh wajib bayar dalam hal ini perusahaan mengajukan ke dinas untuk

diterbitkan SPPnya oleh pejabat penagih PSDH untuk dibayarkan kepada Negara sejumlah kubikasi yang telah
kami sahkan dokumennya di lapangan
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PL-2 Wajib bayar mengajukan ke pejabat penagih atas dasar LHP yang kami sahkan di lapangan dan pejabat pehagih
PSDH menerbitkan SPP untuk pelunasan kepada Negara
PL-3 Kami mengesahkan LHP lalu dari LHP yang telah disahkan wajib bayar mengajukan SPP ke pejabat penagih

untuk diterbitkan SPP, dan wajib bayar membayar di bank persepsi pemerintah sesuai rekening yang tetah
ditentukan berdasarkan peraturan

PL-4 Kayu yang telah disahkan LHP atau DKB yang telah disahkan oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP untuk
pembayaran PNBP '
PL-5 Wajib bayar mengajukan ULHP/DKB kepada pejabat pengesah‘LHP setelah LHP atau DKB yang telah disahkan

oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP oleh pejabat penagili‘agar wajib bayar membayar pajak terhutang
kepada Negara melalui bank persepsi

PL-6 Terhadap LHP atau DKB yang telah disahkan oleh<petugas kehutanan (P2LHP) lalu diterbitkan SPP untuk
pembayaran kewajiban terhadap Negara setelah mendapat'SPP dari pejabat penagih

PL-7 Perusahaan mengajukan LHP atau DKB yang telah.disahkan oleh petugas kehutanan kepada pejabat penagih untuk
diterbitkan SPP terhutang ke Negara lalu membayarfiya di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah

PL-8 Sepengetahuan saya kami selaku petugas kehutandn mengesahkan LHP atau DKB lalu wajib bayar mengajukan
kepada wajib bayar untuk diterbitkan SPP dan membayarnya kepada Negara

PL-9 Yang saya tahu, LHP atau DKB yang'sdya sahkan lalu dibayar kepada Negara melalui SPP yang terbitkan oleh
wajib bayar

PL-10 Setelah LHP disahkan oleh P2IsHP, kernudian diterbitkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan oleh

pejabat penagih untuk diterbitkan 'SPP dan dibayarkan ke Negara kemudian bukti setoran kewajiban ke Negara di
serahkan ke P2LHP untuk pengesahan LHP selanjutnya dan copy setoran yang telah dilegalisir oleh bank persepsi
di serahkan ke pejabat penagih bahwa perusahaan sudah tidak ada lagi tunggakan kepada Negara

WB-1 Kami selaku wajib bayar mengajukan LHP yang telah disahkan oleh petugas kehutanan untuk diterbitkan SPP oleh
wajib bayar lalu kami‘'membayar pajak terhutang ke Negara melalui bank persepsi yang ditunjuk

WB-2 Mekanisme pemungutan PSDH kehutanan dari LHP yang telah disahkan oleh petugas kehutanan di lapangan lalu
diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP untuk PSDH mengacu pada kubikasi yang telah disahkan
petugas kehutanan

WB-3 Produksi kayu kami yang telah disahkan LHP oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP untuk pembayaran
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PNBP

WB-4 Kami selaku wajib bayar mengajukan ULHP kepada petugas kehutanan di daerah dan disahkan oleh petugas
kehutanan (P2LHP) lalu diterbitkan SPP oleh pejabat penagih agar wajib bayar membayar pajak terhutang

WB-5 Terhadap hasil produksi kayu bulat oleh perusahaan kami yang telah disahkan LHP oleh petugas kehutanan lalu
diterbitkan SPP untuk pembayaran PNBP kepada Negara setelah itu kayusboléh kami jual

WB-6 Selaku wajib bayar, kami mengajukan pengesahan LHP kepada petugas kehutanan di lapangan lalu mengajukan

penerbitkan SPP oleh pejabat penagih agar kami selaku wajib bayar membayar pajak terhutang kepada Negara
melalui bank persepsi dan menyerahkan bukti pembayaran kepada, petugas kehutanan di lapangan dan pejabat

penagih

WB-7 Produksi kayu bulat yang telah disahkan LHP atau DKB ‘yang telah disahkan oleh petugas kehutanan lalu
diterbitkan SPP untuk pembayaran PNBP ke Negara

WB-8 Wajib bayar mengajukan ULHP kepada pejabat pengesah LHP setelah LHP atau DKB yang telah disahkan oleh
petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP oleh pejabat-pendgih agar wajib bayar membayar pajak terhutang kepada
Negara

WB-9 Hasil hutan kayu yang telah disahkan produksinya melalui LHP oleh petugas kehutanan dan diterbitkan SPP oleh

pejabat penagih untuk pembayaran pajak.terhutang ke Negara

WB-10 Wajib bayar mengajukan pengesahaan‘WJLHP kepada pejabat pengesah LHP setelah LHP disahkan oleh petugas
kehutanan lalu diterbitkan SPP oleh pejabat penagih guna wajib bayar membayar pajak ke Negara melalui bank

persepsi
Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap\pgelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan
PP-1 Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh

petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di provinsi oleh
petugas kehutanan provihsi’dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP
wilayah XIII Samarinda‘dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta

PP-2 Yang saya alami, pengawasan dilaksanakan secara berjenjang, perusahaan diawasi langsung oleh petugas
kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, skala provinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan
pemerintah pusat oleh BP2HP

PL-1 Pelaksanaan pemungutan PSDH dari wajib bayar mengajukan ke pejabat penagih diawasi oleh dinas kehutanan
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kabupaten, provinsi dan BP2HP Wilayah XIII Samarinda

PL-2 Pemungutan PSDH kehutanan diawasi secara berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di
daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat
melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP wilayah XIII Samarinda

PL-3 Kegiatan pengawasan pemungutan PSDH kehutanan dilakukan oleh pétugds kehutanan di daerah, di propvinsi
oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat
PL-4 Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjénjang dimana wajib bayar diawasi oleh

petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh
petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui/petugds” kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP
wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutafian di JakartaPengawasan terhadap pemungutan PSDH
kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajili’ bayar-diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu
P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanian;” di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan
pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat{di-daerah melaui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat
bina usaha kehutanan di Jakarta

PL-5 Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kéhutanan yang saya ketahui dilakukan berjenjang dimana wajib bayar
diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di
propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi“dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui
BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direKiorat bina usaha kehutanan di Jakarta

PL-6 Menurut saya, pengawasan petiigas ‘kehutanan di daerah, oleh P2LHP dan pejabat penagih, di propvinsi oleh
petugas kehutanan provinsi dan pernérintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP dan
direktorat bina usaha kehutanan-di Jakarta

PL-7 Pengalaman saya pengawasan pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar
diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, propvinsi oleh petugas kehutanan
provinsi dan pemerintah’ pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP wilayah XIII Samarinda

PL-8 Yang saya ketahui untuk pengawasan terhadap pemungutan PSDH ada 3 (tiga), yaitu 1) daerah oleh P2LHP dan
pejabat penagih, 2) propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan 3) pemerintah pusat melalui petugas kehutanan
pusat di daerah melaui BP2HP

PL-9 Dalam hal pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar
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diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2ZLHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di
propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui
BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta

PL-10 Untuk pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan didaerah dilakukan oleh P2LHP dan pejabat penagih,
pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas
kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP

WB-1 Kegiatan kami diawali oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu R2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD
kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan perfierintdh pusat melalui petugas kehutanan pusat di
daerah melaui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktoratbiha uSdha kehutanan di Jakarta

WB-2 Dalam hal pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehdtariandari tingkat pusat kami langsung diawasi oleh
direksi, petugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP Avilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha
kehutanan di Jakarta dan di daerah oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan
SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutdnan,provinsi dalam hal ini Pemprov Kaltim

WB-3 Pengawasan kami langsung dari pimpinan/camp, manager dan Direktur perusahaan untuk PNBPnya, di pusat
petugas kehutanan pusat di daerah melaui BE2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di
Jakarta, petugas kehutanan di daerah, dan‘petugas kehutanan provinsi

WB-4 Kami diawasi oleh direksi, kepala unit;\kepala bidang untuk level perusahaan dan di daerah oleh petugas
kehutanan dinas kehutanan dan perkeébunan kabupaten nunukan, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan
SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi kaltim dan
pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP wilayah XIII Samarinda selaku
perpanjangan tangan pusat didaerah.

WB-5 Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh
petugas kehutanan di daerali, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh
petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP
wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta

WB-6 Idem dengan semua wajib bayar dimana pengawasan untuk tingkat perusahaan oleh direksi, kepala unit dan bidang
kehutanan di pusat ada BP2HP , provinsi ada dinas kehutanan prov. Kaltim dan di daerah ada dinas kehutanan dan
perkebunan kabupaten nunukan.
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WB-7 Untuk pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar
diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2ZLHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di
propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui
BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta

WB-8 Dalam hal pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan di perusdhaan oleh direktur, camp manager
petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimipinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh
petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP
wilayah XIII Samarinda

WB-9 Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketaht berjenjang dari pengawas perusahaan yaitu

direktur, camp manager dan wajib bayar diawasi oleh petugas Kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat

penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh/petugds kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui
etugas kehutanan pusat di daerah melaui BP2HP .

WB-10 Untuk pengawasan di level perusahaan melalui direktur;’ camp manager dan bidang peredaran hasil hutan serta
pengawasan yang berjenjang oleh petugas kehutanan-di’daerah propvinsi dan petugas kehutanan pusat.

Pertanyaan : Apakah kemampuan pemungutan PSDH Kehutanad sudah optimal

PP-1 Kemampuan pemungutan PSDH kehutanan belum optimal, karena sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang
dimiliki oleh kantor dan petugas lapangan
PP-2 Hingga saat ini pemungutan PSDH Kehutanan kurang optimal, hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan

prasarana contohnya kendala internet untuk pelayanan kami yang online dimana sarana dari kementerian sering
kali lelet sehingga mempengatubi pelayanan kami yang berakibat pada kurangnya kinerja kami selaku pelayan
masyarakat.

PL-1 Peningkatan kemampuan_dalam memungut PSDH insya allah saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan
walaupun saya bukan“orang dari teknis kehutanan namun karena ditunjuk oleh Kepala Dinas jadi siap saya
jalankan, terhadap sarana‘dan prasarana penunjang kegiatan pemungutan PSDH saya diberikan oleh kantor laptop
khusus untuk kegiatan pemungutan PSDH dan DR

PL-2 Saya petugas kehutanan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur sebagai
Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada perusahaan X, Saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan
guna menyelamatkan asset negara khususnya kayu bulat, tetapi sarana dan prasarana tidak kami miliki untuk pengecekan
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kegiatan lapangan yang dilakukan oleh perusahaan saya dan teman-teman petugas yang lain masih tergantung dengan
perusahaan jika ingin mengesahkan kayu bulat

PL-3 Seharusnya pemerintah pusat dapat memberikan sarana pengawasan lapangan minimal kendaraan roda dua untuk
petugas kami, karena tidak ada sarana mau tidak mau tergantuk dengan perusahaan untuk mencapai lokasi bagi
petugas lapangan kami, dalam hal peningkatan kemampuan baik itu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan
sangat terbatas sering kali hanya mendapat 1 (orang) saja jatah untuk mengikuti diklat, katanya pemerintah pusat
maaf quota untuk Nunukan hanya bisa satu orang karena harus berbagi derigan kabupaten dan provinsi lain

PL-5 Sebagai petugas kehutanan didaerah dengan posisi sebagai Pejabat Pengesali Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), Saya
sudah dibekali pendidikan dan pelatihan guna menyelamatkan assetiggara Khususnya kayu bulat, tetapi sarana dan prasarana
sangat terbatas dimana kendaraan untuk kegiatan lapangan kami tergantung dengan perusahaan

PL-6 Sampai saat ini, tenaga teknis kehutanan di kantor hanya ‘betjumlah 16 (enam belas orang), sedangkan perusahaan
yang harus kami layani dari tahun ke tahun selalu mefiingkat jumlahnya, dari segi SDM kami terbatas begitu pula
sarana dan prasarana sehingga penerimaan dan pepiungutan PSDH dari sektor kehutanan kurang optimal

PL-7 Kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan belum optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan petugas dilapangan
dan kurangnya sarana serta prasarana berakibat pada rencahanya penerimaan dan kemampuan pemungutan PSDH
kehutanan untuk kabupaten nunukan

PL-8 Kemampuan dalam memungut PSDH(insya allah saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan walaupun saya
bukan orang dari teknis kehutanan famun’Karena ditunjuk oleh Kepala Dinas jadi siap saya jalankan, walaupun
dengan sumber daya manusia yang terbatas dan sarana dan prasarana yang sangat terbatas mengakibatkan
ketergantungan dengan perusahaaf sangat tinggi.

PL-9 Sebagai petugas lapangan yang-sudah-dibekali pendidikan dan pelatihan guna menyelamatkan asset negara khususnya kayu
bulat, tetapi sarana dan prasarana tidak kami miliki untuk pengecekan kegiatan lapangan yang dilakukan oleh perusahaan
saya dan teman-teman pefugds yang lain masih tergantung dengan perusahaan jika ingin mengesahkan kayu bulat

PL-10 Mungkin ini sekaligus) koreksi untuk pemerintah perlunya peningkatan kemampuan dan dan peningkatan
pemungutan PSDH perlunya melihat kondisi kami selaku petugas agar dilengkapi dengan sumberdaya manusia
yang cukup melalui pendidikan dan pelatihan penunjang serta sarana pendukung Kkegiatan pengawasan
pemungutan PSDH di lapangan.

WB-1 Peningkatan kemampuan dalam hal pemungutan PSDH, kami sering mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan
dan pelatihan teknis kehutanan baik yang dilakukan oleh UPT Kementerian Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan
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Pemerintah Kabupaten Nunukan, terhadap sarana dan prasarana yang kami miliki guna mendukung kegiatan alhamdulillah
kami sudah lengkap apalagi sekarang kami masuk sebagai salah satu perusahaan bidang kehutanan yang telah memiliki
sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) diantaranya sarana SIPUHH-Online uang memiliki keterkaitan
langsung dengan pemungutan PSDH, walaupun terdapat kendala terutama berkaitan dengan sinyal internet yang seringkali
bermasalah di Nunukan maupun di lapangan

WB-2 Kami salah satu perusahaan yang berusahaan selalu mengikuti kemajuan.jaman untuk kamij sebagai perusahaan
yang diharuskan melakukan kegiatan online untuk pemungutan, PSDH walaupun sudah berusaha maksimal
kendala pemungutan adalah jaringan yang sering kali lelet walatipun-kami sudah berusaha untuk memilih salah
satu provider yang paling bagus di nunukan tetapi tetap saja-lelet,/juga kami sudah berusaha mengikut sertakan
petugas kami untuk pendidikan dan pelatihan teknis kehutanas terutama untuk pemungutan hasil hutan dalam arti
luas

WB-3 Menurut kami kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan sudah optimal yang kami miliki untuk petugas lapangan
perusahaan untuk penunjang pemungutan PSDH s€banyak 5 (lima) orang hal ini dengan harapan kami tidak akan
menimbulkan kerugian terhadap Negara

WB-4 Dalam hal pemampuan pemungutan PSDH Kehutanan menurut saya belum optimal, dimana walaupun kami sudah
memiliki petugas yang lengkap tetapi darispihak pelayan dalam hal ini pemerintah memiliki petugas dalam jumlah
terbatas sehingga menghambat kerja kdmi.di Kantor dan dilapangan belum lagi sarana dan prasaran yang mereka
miliki tidak ada sehingga tergantungterhadap kami selaku investor untuk ke lapangan.

WB-5 Terus terang Pak, sebagai perusahdan(yang bergerak di bidang tambang kami sangat minim dan hampir-hampir tidak
memiliki tenaga teknis yang membidangi‘’kehutanan yang ada sekarang hanya pinjaman dari perusahaan lain itupun sifatnya
sementara, hal yang sama terhadap\sarana dan prasarana kami juga tidak memilikinya

WB-7 Dalam hal kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan menurut saya belum optimal, karena masih banyak
kekurang dari pihak kami danpemerintah terutama berkaitan dengan petugas

WB-8 Begini pak, kemampuah pemungutan PSDH Kehutanan seharusnya sudah optimal, dimana sudah dilengkapi
dengan sarana dan prasarana walaupun dalam jumlah yang terbatas terutama untuk pelayanan kepada kami selaku
wajib bayar.

WB-9 Berkaitan dengan kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan masih kurang optimal, terutama dari kami selaku

wajib bayar masih masih mengalami masalah SDM untuk penungutan karena baru saja ada petugas kami yang
keluar dari perusahaan oleh karena itu kami harus mendidik lagi petugas yang baru.

156

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41497 .pdf

WB-10

Kegiatan Pemungutan PSDH Kehutanan belum optimal, karena baik petugas perusahaan dan petugas pengawas
dalam hal ini petugas kehutanan masih terbatas jumlahnya dan sarana serta prasaran yang masih terbatas di kantor
serta di lapangan.

Pertanyaan : Upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan

PP-1 Kantor tempat saya bertugas mengikut sertakan saya dalam pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan
pemungutan PSDH sektor kehutanan

PP-2 Sebagai petugas pemungut PSDH atau lebih dikenal sebagai Pejabat Penagih PSDH-DR di daerah, kami sudah dibekali
dengan prosedur pemungutan baik dari Kementerian Kehutanan, Dinas) Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui
undangan sosialisasi Pejabat Penagih PSDH-DR maupun peraturan‘yang Kami lihat di Website Kementerian Kehutanan

PL-1 Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan, PSDH Sektor Kehutanan yaitu dengan sosialisasi
dengan petugas perusahaan berkaitan dengan aturan terkait‘atqu aturan terbaru tentang pemungutan PSDH

PL-2 Melakukan pendidikan dan pelatihan serta sosijalisasi tata'cara pemungutan yang benar untuk PSDH Kehutanan

PL-3 Menambah petugas kehutanan dalam pemungutan/PSPH dengan mengikutsetakan dalam pendidikan dan pelatihan
teknis kehutanan dan meningkatkan sosialisasi kepada wajib bayar

PL-5 Upayanya dengan melakukan pendidikan daf pelatihan kepada petugas kehutanan dan wajib bayar

PL-6 Meningkatkan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan
sosialisasi terhadap petugas kehutanan dan wdjib bayar

PL-7 Upaya yang telah dilakukan dalam(rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan dengan pendidikan
dan pelatihan

PL-8 Peningkatan pemungutan PSDH Sekfor Kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan

PL-9 Upaya dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan pendidikan dan pelatihan dan
peningkatan intansitas sosialiasi di lapangan berkaitan dengan pemungutan PSDH

PL-10 Peningkatan kemampuan petugas pemungut PSDH dengan pendidikan dan pelatihan

WB-1 Upaya telah dilakukan-oleh institusi teknis kehutanan di daerah, provinsi dan pusat melalui pendidikan pelatihan
serta sosialisasi yang selalu kami diundang untuk menghadiri jika ada aturan baru terhadap pemungutan PSDH
Sektor Kehutanan

WB-2 Sebagai wajib bayar yang sudah lama berkecimpung di bidang kehutanan, prosedur pemugutan PSDH sudah kami ketahui

dan tersosialisasikan dengan baik. Adapun prosedur pemugutan PSDH saya peroleh informasi dari website Kementerian
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Kehutanan Republik Indonesia dan meminta aturan pendukung pemungutan PSDH dari instansi teknis yang ada di
Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Timur, disisi lain kami sering diundang mengikuti sosialisasi apabila ada
aturan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan baik yang dilakukan di Pusat, di Provinsi dan di Daerah

WB-3

Perlunya ditingkatkan sosialisasi kepada kami selaku wajib bayar untuk pemungutan PSDH Sektor Kehutanan

WB-4

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan mengikutsertakan petugas/karyawan untuk pelatihan
teknis kehutanan terutama tentang pemungutan PSDH dan bimbingarniteknis dari dinas kehutanan daerah dalam
hal peraturan terbaru pemungutan PSDH dari pusat

WB-5

Saya dari perusahaan di bidang tambang dengan adanya aturan dariKémerterian Kehutanan Nomor P.14/Menhut-11/2011
tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dimana dalam mengelola tambang)kani)-harus membuka lahan yang di atasnya terdapat
tanam tumbuh yang harus ditebang untuk kegiatan eksplorasi penanibangan prosedur pemungutan PSDH kami masih awam,
sebetulnya pihak instansi teknis di daerah sudah mensosialisasikan képada kami namun kami mengalami kendala berkaitan
tenaga teknis perkayuan terutama prosedur pengukuran asil Wutan yang ada kaitannya dengan pemungutan PSDH itu
sendiri, dimana kendala ini menyebabkan progres lapangan kami'untuk penambangan mengalami kendala

WB-7

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH oleh perusahaan kami dengan
mengikutsertakan petugas pemungutan PSDH diberbagai pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi yang dilakukan
oleh pemerintah

WB-8

Dalam rangka peningkatan pemungutanPSDH’ Sektor Kehutanan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan
pendidikan dan pelatihan

WB-9

Peningkatan pemungutan PSDH. SeKtor-Kehutanan dapat ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan serta
sosialisasi yang dilakukan secara térus/menerus

WB-10

Sebagai pemegang [zin Pemanfaataii Kayu di areal perkebunan kelapa sawit, prosedur pemungutan PSDH telah kami
mengerti dan pahami, namun hal yang sering kami hadapi adalah mudahnya pemerintah pusat menerbitkan aturan yang baru
sehingga membuat kami selakh pélaku usaha sering kali dihadapkan dengan kebingunan harus menerapkan aturan yang mana
karena istilahnya aturan 1tu baru seumur jagung kok terbit aturan baru lagi yang menyusahkan kami

10.

Pertanyaan : Kendala apa saja yang dihadapi'dalam pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan

PP-1

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan, terutama bagi kami selaku petugas
pemungut adalah aturan yang mudah sekali berubah oleh kementerian kehutanan tidak dibarengi dengan
kementerian perdagangan selaku penentu harga patokan dimana terlambatnya penyesuaian harga patokan PNBP
kehutanan oleh memperindag yang seharusnya ditinjau setiap enam bulan sekami dimana aturan terakhir
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diterbitkan oleh memperindag tahun 2007 baru diperbaharui tahun 2012 yangmana menimbulkan kontroversi
karena perubahan terjadi berakibat mematikan industry perkayuan di Indonesia bukan hanya nunukan

PP-2 Lambatnya penyesuaian harga patokan yang berakibat pada lesunya industri kehutanan yang berakibat pada
pemungutan PSDH pun menjadi lesu
PL-1 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan terutama untuk yang melakukan kegiatan pemungutan

yang dilakukan secara online jaringan sering bermasalah di nunukén, belum lagi lambatnya peninjauan harga
patokan berakibat yang baru diperbaharui oleh memperindag tahun ‘2012 mengakibatkan kontrovesi dimana harga
patokan kayu per kubiknya naik secara drastis mengakibatkan perusahaan melakukan slowdown penebangan yang
berakibat pada penerimaan Negara dari sektor kehutanan

PL-2 Kendalanya terbatasnya SDM kantor yang mengerti dan niengetahui pemungutan PSDH

PL-3 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutdn PSDH sepengetahuan saya tidak ada karena selama ini
berjalan baik saja tidak ada kendala yang prinsip dalam pemungutan PSDH

PL-5 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH berkaitan dengan harga patokan yang perlu ditinjau
ulang untuk meningkatkan pemungutan PSDH

PL-6 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanpemungutan PSDH Kehutanan adalah harga patokan PNBP yang masih
rendah berakibat pada pemungutan dan penerimaan PNBP terutama PSDH

PL-7 Pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan yang saya tau ada kendala terutama jumlah petugas yang terbatas

terutama saat petugas pemungut lagi/dinas luar berakibat pada pelayanan pemungutan terhambat atau menunggu
petugasnya baru bisa melakukan pélayanan

PL-8 Perlunya peningkatan kemampuarfatau skill petugas pemungutan PSDH Kehutanan di daerah agar tidak terjadi
atau menimbulkan kerugian Negara karena salah menentukan pengklasifikasian kelompok jenis berakibat pada
kerugian Negara melalui PNBP

PL-9 Kendalanya adalahssedikithya petugas kehutanan yang mau dan mampu serta mengerti apa itu pemungutan
kehutanan sehingga peldayanan pemungutan hanya bisa saat ini dilakukan oleh sedikit petugas kehutanan serta
mudahnya perubahan aturan kehutanan berakibat sangat diperlukan petugas pemungut yang mampu
mengoperasikan computer serta mengerti internet

PL-10 Perlunya ditingkatkan kemampuan petugas pemungut PSDH

WB-1 Harga patokan kayu bulat sebagai dasar PNBP kehutanan agar tidak ditinjau semaunya tetap meminta masukan
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dari kami selaku pengusahaan contoh kenaikan harga patokan tahun 2012 yang sudah 5 (lima) tahun tidak ditinjau
lalu ditetapkan oleh pemerintah tanpa melakukan survey menyeluruh mengakibatkan kami melakukan slowdown
penebangan yang berdampak pula pada PNBP Negara yang menjadi rendah

WB-2 Terbatasnya SDM yang kami miliki merupakan satu kendala yang kami miliki terlebih baru-baru ini petugas kami
yang selama ini menangani PSDH sudah keluar jadi kami mendidik lagi pegawai baru

WB-3 Kendalanya terutama sarana dan prasarana yang terbatas dalam pemungutan PSDH baik di kantor atau dilapangan

WB-4 Terbatasnya SDM dan sarana serta prasarana yang dimiliki oleh‘peniefintah dan perusahaan menjadi kendala
utama dalam pemungutan PSDH

WB-5 Sebagai perusahaan yang bukan bergerak dibidang kehutanai hanyakarena ada imbas dari pembukaan lahan yang
ada tanam tumbuhnya dan wajib membayar PNBP kepada Ne¢gara maka kami mengalami kendala terutama
susahnya mencari petugas/pegawai yang mengerti akan perkayuan dan PNBP kehutanan sehingga kami harus
menyewa dari perusahaan lain

WB-7 Rendahnya kemampuan SDM dan terbatasnya sarani@)dan prasarana mengakibatkan/menyebabkan kendala dalam
pemungutan PSDH

WB-8 Sangat susahnya jaringan internet terutama/perusahaan kami yang berkantor di camp (dilapangan) mengakibatkan
pemungutan PSDH kami menghadapi kendala dan terbatasnya petugas pelayan juga menjadi kendala yang kami
hadapi

WB-9 Kendala pelaksanaan pemungutan‘PSDH Kehutanan di tempat kami adalah berupa sarana dan prasarana yang
terbatas sehingga untuk meneliti dan melakukan pemungutan PSDH juga menjadi kendala

WB-10 Kemampuan SDM yang rendah sérta sarana dan prasarana yang terbatas menjadi kendala kami dalam bidang

pemungutan PSDH

11.

Pertanyaan : Apakah mekanisme pemungutan-PSDH Kehutanan sudah berjalan dengan baik

PP-1

Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah berjalan dengan baik namun perlu pembenahan terutama
mekanisme pemungutat‘agar dibuat lebih sederhana dan mudah dimengerti serta pemerintah pusat, provinsi dan
daerah membuat SOP yang baku dalam pemungutan PSDH, karena yang ada saat ini belum dibuatkan SOPnya.

PP-2

Mekanisme pemungutan PSDH menurut saya sudah berjalan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan terutama
petugas pemungutnya

PL-1

Mekanisme pemungutan PSDH untuk nunukan saat ini menurut saya sudah berjalam baik tetapi perlu ditingkatkan
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terutama sosialisasi pemungutan agar tidak tetjadi denda atas keterlambatan pembayaran PNBP
PL-2 Mekanismenya menurut saya masih kurat baik perlu pembenahan pada pembagian kewenangannya dimana beban
petugas pemungut sangat besar
PL-3 Terhadap mekanisme pemungutan PSDH saat ini sudah berjalan dengan baik
PL-5 Mekanisme PSDH menurut saya saat ini sudah berjalan dengan baik dan sedikit perlu peningkatan kemampuan
petugas pemungut dan wajib bayar
PL-6 Mekanisme pemungutan PSDH yang berjalan hingga saat ini di nunukan berjalan dengan baik
PL-7 Menurut saya pemungutan PSDH saat ini berjalan cukup bajk.dah perlu pembenahan pada SDM, sarana dan
prasarananya
PL-8 Menurut saya mekanisme PSDH berjalan cukup baik dan perlu pembenahan peningkatan kemampuan SDM
petugas pemungut dan wajib pungut
PL-9 Mekanisme pemungutan PSDH untuk nunukan saat ini menurut saya sudah berjalan cukup baik tetapi perlu
ditingkatkan terutama sosialisasi pemungutan agar-tidak terjadi denda akibat keterlambatan pembayaran PSDH
PL-10 Mekanisme pemungutan PSDH menurut saya masih kurang baik perlu pembenahan pada SDM petugas dan wajib
bayar
WB-1 Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah baik
WB-2 Menurut saya mekanisme pemungutan Kurang baik perlu ditingkatkan dengan SOP yang lebih jelas
WB-3 Mekanisme pemungutan PSDH gukup-baik hanya perlu pembenahan sedikit pada petugas pemungut dan wajib
pungut
WB-4 Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah baik
WB-5 Menurut saya mekanismé\pemungutan PSDH cukup baik namun perlu pembenahan pada pelaksanaan SOPnya
| agar lebih diterapkan sesudi-prosedur yang ada
WB-7 Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH cukup baik
WB-8 Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah baik
WB-9 Menurut saya mekanisme pemungutan kurang baik perlu ditingkatkan dengan SOP yang lebih jelas
WB-10 Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah baik
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B. ASPEK PENYALURAN DBH-SDA KEHUTANAN

No Responden | Jawaban
1. | Pertanyaan : Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukun penyaluran DBH-Kehutanan
PR -1 Landasan hukum penyaluran DBH-Kehutanan meliputi: Undang-Undang” Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nemior 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, telah “diatur tata cara pelaksanaan penyaluran dan
pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah

PR-2 Peraturan pendukung penyaluran DBH-Kehutanan Undadg-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri K euangdn Noror 126/PMK.07/2010
PR~-3 Sepengetahuan saya aturan pendukung penyaluran DBH<Kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan, Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangait

PR -4 Yang menjadi landasan hukum penyalutan ' DBH-Kehutanan ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor
126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaandan Peértanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, telah diatur tata
cara pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah

PR-5 Seingat saya, landasan hukum penyaltran DBH-Kehutanan ada 3 (tiga), itu yang pernah terbaca oleh saya, yaitu:
Undang-Undang Nomor 33,“Tahun” 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah,
telah diatur tata cara pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah

PR-6 Penyaluran DBH-Kehutanan diatur oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
PR-7 Yang saya ketahui dan menjadi landasan hukum penyaluran DBH-Kehutanan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, telah diatur tata cara pelaksanaan penyaluran
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| dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah

Pertanyaan : Apa saja bentuk dari DBH-SDA Kehutanan

PR~1 Bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga), yaitu: 1). PSDH, 2). DR dan 3). IIUPH

PR -2 DBH-SDA Kehutanan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: 1). PSDH, 2). DRdan 3). [IUPH

PR -3 Bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga) komponen, yaitu: 1). PSDH, 2). DR-dan 3). IUPH

PR -4 DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga), yaitu: 1). PSDH, 2). DR dan 3). [IUPH

PR -5 Bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1). PSDH,“2), DR dan 3). IUPH

PR-6 Seingat saya bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 2 (dua), yaitu; DNPSDH, 2). DR

PR-7 Bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga), yaitu: 1). PSDH, €2).-BR’dan 3). TUPH

Pertanyaan : DBH-Kehutanan apakah yang menjadi porsi Kabupaten

PR-1 DBH-Kehutanan yang menjadi porsi Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar
60%

PR-2 Untuk DBH-Kehutanan yang menjadi porsi Kabupaten,ada 3 (tiga) macam, yaitu: PSDH sebesar 32%, DR sebesar
40% dan ITUPH sebesar 60%

PR -3 Untuk porsi DBH-Kehutanan yang menjadi hak Kabupaten, ialah PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan ITUPH
sebesar 60%

PR -4 DBH-Kehutanan yang menjadi porsi-‘Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar
60%

PR~-5 DBH-Kehutanan yang menjadi persi- Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar
60%

PR-6 DBH-Kehutanan porsi Kdbupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, dan DR sebesar 40%

PR -7 DBH-Kehutanan yangmerjadi porsi Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar
60%

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah

PR -1 Mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dilakukan dari rekonsiliasi PSDH, DR
dan ITUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian kehutanan). Lalu hasil rekonsiliasi di Kementerian
Kehutanan disampaikan ke kementerian keuangan untuk penyaluran DBH-SDA Kehutanan, dimana untuk
kabupaten/kota penghasil mendapat 32%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32%,
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provinsi yang bersangkutan sebesar 32% dan pusat sebesar 20%.

PR -2

Mekanisme penyaluran DBH-SDA dilakukan dengan rekonsiliasi PSDH, DR dan IIUPH dan penyaluran DBH-
SDA Kehutanan oleh Kementerian Keuangan RI

PR -3

Dalam hal mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemefintah Daerah adalah hasil rekonsiliasi
PSDH, DR dan IITUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian Kehutanan)

PR -4

Penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dilaktkan dengan mekanisme rekonsiliasi PSDH,
DR dan ITUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian\kehutanan) dan Kementerian Keuangan untuk
penyaluran DBH-SDA Kehutanan, untuk kabupaten/kota penghasil mendapat 32%, kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan sebesar 32%, provinsi yang bersangkutan sebesar 32% dan pusat sebesar 20%.

PR -5

Mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dimulai dari rekonsiliasi PSDH, DR dan
ITUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementeriankehutanan), untuk kabupater/kota penghasil mendapat
32%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang.bersangkutan sebesar 32%, provinsi yang bersangkutan sebesar
32% dan pusat sebesar 20%.

PR~6

Pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan- kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan mekanisme
rekonsiliasi PSDH, dan DR dari tingkat daérah, provinsi dan pusat (kementerian kehutanan).

PR -7

Mekanisme penyaluran DBH-SDA Kelutanan'kepada Pemerintah Daerah dilakukan dari rekonsiliasi PSDH, DR
dan IIUPH dari tingkat daerah, provifisi dan pusat (kementerian kehutanan) dan penyalurannya dilakukan oleh
Kementerian Keuangan, untuk kabupaten/kota penghasil mendapat 32%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi
yang bersangkutan sebesar 32%, proviisi yang bersangkutan sebesar 32% dan pusat sebesar 20%.

Pertanyaan

: Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan

PR~-1 Pengawasan terhadap pelaksanadn penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah penghasil,
provinsi penghasil dan pémerintah pusat

PR~-2 Bentuk pengawasan tethadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah
penghasil, provinsi petighasil dan pemerintah pusat

PR -3 Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah penghasil,

provinsi penghasil dan pemerintah pusat. Untuk daerah penghasil seperti Nunukan pengawasan dilakukan oleh
instansi teknis kehutanan dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dan Dinas
Pendapatan Daerah
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PR -4

Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan dari daerah penghasil
melalui dinas teknis yang membidangi kehutanan dan pendapatan daerah, provinsi penghasil melalui dinas teknis
yang membidangi kehutanan dan pendapatan daerah pada tingkat provinsi dan pemerintah pusat melalui
kementerian kehutanan dan kementerian keuangan

PR~5

Pengawasan penyaluran DBH-SDA Kehutanan pada tingkat daerah penghasil (dinas teknis kehutanan dan
pendapatan daerah), provinsi penghasil (dinas teknis kehutanan dan, pendapatan daerah) dan pemerintah pusat
(kementerian kehutanan dan keuangan)

PR ~6

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutdnan dilakukan berjenjang dari daerah penghasil,
provinsi penghasil dan pemerintah pusat

PR -7

Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran, DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah
penghasil, provinsi penghasil dan pemerintah pusati, Untuk daerah penghasil seperti Nunukan pengawasan
dilakukan oleh instansi teknis kehutanan dalam hal-ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dan
Dinas Pendapatan Daerah

Pertanyaan :

Apakah penyaluran DBH-SDA Kehutanan sudah optimal

PR -1 Penyaluran DBH-SDA Kehutanan belum Optimal, karena masih terdapat DBH-SDA kehutanan yang tidak dapat
disalurkan karena kesalahan dari wajib/bayar sehingga menimbulkan adanya dana yang telah disetorkan oleh wajib
bayar pada kementerian kehutanan yang'tidak/belum teridentifikasi dan disalurkan kepada daerah penghasilnya.

PR ~2 Penyalurannya DBH-SDA Kehutanafi“sudah mulai optimal, jika mengingat beberapa waktu yang lalu terutama
pada masa orde baru tidak adanyaAransparansi dalam penyaluran DBH-SDA Kehutanan

PR -3 Dalam hal penyaluran DBH-SDA kehutanan yang dirasakan pada masa otonomi daerah saat ini lebih baik dan
lebih transparan, begitupun penggunaannya.

PR -4 Menurut saya penyalurafiDBH-SDA kehutanan masih belum optimal karena masih terjadinya kelebihan atau
kekurangan salur akibat)perencanaan target yang tidak proporsional sesuai kemampuan daerahnya masing-masing.

PR~5 Menurut pendapat sayd, penyaluran DBH-SDA kehutanan kurang optimal karena masih terdapat lebih atau kurang
salur.

PR-6 Penyalurannya DBH-SDA Kehutanan sudah mulai optimal, jika mengingat beberapa waktu yang lalu terutama
pada masa orde baru tidak adanya transparansi dalam penyaluran DBH-SDA K ehutanan

PR -7 penyaluran DBH-SDA kehutanan yang dirasakan pada masa otonomi daerah saat ini lebih baik jika dibandingkan
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]

masa orde lama yang tidak transparan begitupun pemanfaatan dananya didaerah-daerah.

Pertanyaan : Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan

PR ~1 Kendala dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan terutama untuk dana yang ada di rekening
kementerian kehutanan namun tidak diketahui daerah mana pemiliknya, hal'ini disebabkan oleh pada slip setoran
tidak mencantumkan register 15 digit untuk kodefikasi daerah penghasilnya.

PR ~2 Masih terdapatnya penyaluran DBH-SDA Kehutanan lebih salur atau kurang salur

PR~3 Kendala dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kechutanan,~dalam penyusunan target dari daerah penghasil
melebihi kemampuannya berakibat terjadinya lebih salur

PR -4 Kendala yang dihadapi dalam penyaluran DBH-SDA Kehutandrn-ydng saya ketahui adalah penyampaian data hasil
rekonsiliasi yang berubah mengakibatkan perubahan waktu penyaluran dan besaran yang akan disalurkan

PR~5 Kendala dalam penyaluran adalah beda data antara fekonsifiasi di tingkat daerah, provinsi dan pusat berakibat
terjadinya kurang atau lebihnya penyaluran

PR~-6 Kendala penyaluran DBH-SDA Kehutanan ddiantafanyd lebih salur atau kurang salur

PR-7 Kendala dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan, dalam penyusunan target dari daerah penghasil
melebihi kemampuannya berakibat terjadiriyalebih salur

C. ASPEK PENERIMAAN DBH-SDA KEHUTANAN

No

Responden |

Jawaban

1.

Pertanyaan : Peraturan perundangan apa saja-yang ' menjadi landasan hukun penerimaan DBH-Kehutanan

P-1

Beberapa peraturan, terkait penerimaan DBH Kehutanan, antara lain:Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang jenis dan penyctoran PNBP, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan
Jumlah, Pembayaran,” dan Penyetoran PNBP yang Terhutang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
41/PMK.02/2005.tentang tata cara penyetoran PNBP dari hasil-hasil kekayaan negara yang dipisahkan. PP No.
22/1997 telah diubah dengan PP No. 52/1998 terkait dengan jenis-jenis PNBP yang berlaku pada Departemen
Kehutanan, yang mengubah penerimaan dari iuran hasil hutan menjadi penerimaan dari provisi sumber daya hutan.
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P-2 Adapun peraturan terkait penerimaan DBH Kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997,
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997 telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1998 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.02/2005

P-3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, PP No. 22 Tahun 1997 telah-diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998
dan PP No. 29 Tahun 2009

P-4 Ini aturannya yang saya miliki dan yang saya ketahui yaitu: PP No.22\T'ahun1997, PP No. 29 Tahun 2009, PP No.

22 tabun 1997 telah diubah dengan PP No. 52 tahun 1998

Pertanyaan : DBH-SDA Kehutanan apa saja yang diterima oleh Pemerintah DaerahKabupaten Nunukan

P-1 DBH-SDA Kehutanan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupatén Nunukan meliputi DBH-PSDH, DBH-DR dan
DBH-IIUPH

P-2 DBH-SDA Kehutanan yang diterima oleh Pemerintah Daerali Kabupaten Nunukan meliputi PSDH, DR dan IIUPH

P-3 Dalam hal DBH-SDA Kehutanan yang diterima oleh Pemerintal Daerah Kabupaten Nunukan meliputi DBH-PSDH, DBH-
DR dan DBH-IIUPH

P-4 Untuk DBH-SDA Kehutanan yang diterima oleh Pemerintéh Daerah Kabupaten Nunukan meliputi PSDH, DR dan IIUPH

Pertanyaan : Bagaimana penentuan target penerimaan DBH-SDA Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan

P-1

Untuk penentuan target penerimaan DBH*SDA kehutanan diusulkan oleh instansi teknis kehutanan dan kemudian
disahkan oleh DPRD

P-2

Penentuan target penerimaan DBH-SDA” kehutanan diusulkan oleh instansi teknis kehutanan dan kemudian
dikumpulkan oleh Dinas pendapatan ‘daerah dalam hal ini DPKKAD bersama-sama dengan instasi teknis penghasil
lainnya dan kemudian diusulkan‘ké 'DPRD untuk penentuan penerimaan daerah ditahun anggaran yang berjalan
atau tahun anggaran yang akarr-dating

P-3

Penerimaan DBH-SDAckehutanan diusulkan oleh instansi teknis kehutanan dan kemudian dikumpulkan oleh Dinas
pendapatan daerah dalamhal ini DPKKAD

P-4

Penentuan target penerimnaan DBH-SDA kehutanan diusulkan oleh instansi teknis kehutanan dan DPKKAD

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penerimaan DBH-SDA Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan

P-1

Mekanisme penerimaan DBH-SDA kehutanan di Kabupaten Nunukan dimulai dari penyaluran oleh kementerian
keuangan ke rekening penerimaan di Kabupaten Nunukan atas nama rekening bendaharawan penerima pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
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Yang saya ketahui bahwa untuk mekanisme penerimaan DBH-SDA kehutanan di Kabupaten Nunukan untuk
penyaluran dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuanganke rekening penerimaan di Kabupaten
Nunukan atas nama rekening bendaharawan penerima Kabupaten Nunukan

Sepengetahuan saya mekanisme penerimaan DBH-SDA kehutanan di Kabtpaten Nunukan dimuai dari penyaluran
pusat ke rekening penerimaan di Kabupaten Nunukan atas nama rekening bendaharawan penerima Nunukan

Menurut saya dalam hal mekanisme penerimaan DBH-SDA kehutanan di Kabupaten Nunukan dilakukan
penyaluran dari kementerian keuangan (pusat) ke rekening penerimaan di' Kabupaten Nunukan atas nama rekening
bendaharawan penerima Kabupaten Nunukan

Pertanyaan

: Digunakan untuk apa saja DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan

P-1 DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupateén Nunukan digunakan untuk pembangunan kehutanan
untuk dana yang bersumber dari DBH-SDA PSDH darnIIUPH sedangkan untuk DBH-SDA DR digunakan untuk
merehabilitasi hutan yang gundul

P-2 Sepengetahuan saya, DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan digunakan untuk
pembangunan kehutanan dan pembangunan sekior Tainnya

P-3 Yang saya ketahui bahwa DBH-SDA dari.$ekior Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan digunakan untuk
pembangunan kehutanan

P-4 Sepengetahuan saya, DBH-SDA dari) sek{or Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan digunakan untuk

pembangunan di kabupaten

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan

P-1 Dalam hal pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk yang bersumber dari DBH-PSDH dan
ITUPH dan DR dilakukan inspektorat, BPK RI dan institusi vertikal lainnya

P-2 Pengawasan terhadap ‘penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk yang bersumber dari DBH-PSDH dan IIUPH dan
DR dilakukan inspektorat, BPK RI dan institusi vertikal lainnya

P-3 Kegiatan pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk yang bersumber dari DBH-PSDH dan
ITUPH dan DR dilakukan inspektorat daerah, BPK RI, Kementerian Kehutanan dan Depdagri

P-4 Untuk pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk yang bersumber dari DBH-PSDH dan

IIUPH dan DR dilakukan inspektorat Kabupaten Nunukan, Kementerian kehutanan melalui inspektorat jenderal
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kehutanan, BPK RI, institusi vertikal dan kementerian dalam negeri

Pertanyaan : Apakah penerimaan DBH-SDA Kehutanan sudah optimal

P-1

Sejauh ini penerimaan DBH-SDA Kehutanan saya belum tau apakah sudah optimal atau belum karena saya baru
duduk saja dimutasi ke sini

P-2

Yang saya ketahui penerimaan DBH-SDA Kehutanan belum optimal, karena yang saya dengar masih banyak
terjadi illegal logging karena dimana disana masih terdapat kerugian Negara akibat tangan-tangan yang tidak
bertanggung jawab

Kurang optimal, dilihat dari target yang telah ditetapkan realisasinya inasih sedikit

P-3
P-4

Belum optimal karena masih terdapat dana yang belum teridentifikasi, itukan kita tidak tau siapa yang punya bisa
saja itu punya kabupaten nunukan

Pertanyaan : Upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaastDBH-SDA dari sektor Kehutanan

P-1 Yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan DBH-SDA kehutanan dengan memaksimalkan peran
petugas lapangan sebagai ujung tombak penerimaan serta petugas pemungut yang harus berkwalifikasi teknis
kehutanan agar tidak ada kerugian Negara

P-2 Upaya yang dapat dilakukan meningkatkan penerimaan DBH-SDA kehutanan dengan memberikan insentif sebagai
penghargaan bagi yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya

P-3 Memberikan insentif dan punishment

P-4 Adapun upaya yang dapat dilakukai untuk meningkatkan penerimaan DBH-SDA adalah menempatkan petugas

yang berkualifait untuk menyelematkan asset Negara di lapangan

Pertanyaan : Kendala apa saja yang dihadapi dalam\pelaksanaan penerimaan DBH-SDA Kehutanan

P-1 ‘| Kendala yang dihadapi_dalam penerimaan DBH-SDA adalah masih rendahnya pencapaian target DBH-SDA
Kehutanan karena rendahnya pengawasan di lapangan disisi lain disebabkan rendahnya kualitas petugas lapangan
dan kurangnya sarana.dah prasarana pendukung petugas

P-2 Adapun kendala yang dihadapi dalam penerimaan DBH-SDA kehutanan adalah rendahnya realisasi pencapaian
target DBH-SDA kehutanan daibandingkan dengan DBH-SDA dari sektor migas

P-3 Kendala utamanya adalah mental petugas sebagai ujung tombak tetapi ini bukan menuduh tetapi ada yang terjadi

seperti ini
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P_4

Permasalah utama / kendalanya adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan DBH-SDA

kehutanan
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